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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Bandar Udara dan pelabuhan  serta lintas batas darat Negara merupakan 

pintu masuk dan keluarnya manusia dan barang serta penyakit dari dan ke 

suatu wilayah Negara baik dengan perantaraan manusia, barang maupun alat 

angkut. 

Sebagai pintu keluar dan masuknya berbagai macam penyakit menular 

termasuk penyakit karantina maupun penyakit potensial menimbulkan 

wabah, maka memerlukan pengawasan yang ketat dan berkesinambungan 

baik dari sisi orang, barang dan alat angkut maupun kesehatan lingkungan. 

Begitu potensialnya sebagai pintu masuk dan keluarnya berbagai macam 

penyakit tersebut, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dibuka disetiap 

pintu masuk dan keluarnya manusia,barang dan alat angkut  dari dan keluar 

wilayah Negara dengan mengemban tugas : melaksanakan pencegahan 

masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, Surveilans 

Epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, 

pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap 

penyakit baru dan penyakit  yang  muncul kembali, bioterorisme, unsur 

biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja Bandara, Pelabuhan 

dan Lintas Batas darat Negara.  

Mempelajari tugas pokok,fungsi dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan 

yang berada di Bandar udara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara 

menjadi hal yang wajib bagi seorang (calon) Sanitarian dalam upaya 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dibidang Sanitasi  

dalam kemasan “Sanitasi Pelabuhan”. 
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B. Peraturan perundangan yang mendasari Sanitasi pelabuhan 

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut. 

2. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. 

3. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular. 

4. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan 

dan Tumbuhan. 

5. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan 

Wabah penyakit. 

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal 

Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia. 

8. International Health Regulation (IHR) Tahun 2005 

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 949/MENKES/SK/VIII/2004 

tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian 

Luar Biasa (KLB). 

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 

tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 560/Menkes/Per/VIII/1989 

tentang  Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata 

cara Penyampaian laporan dan Tata cara Penanggulangan Seperlunya. 

12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1394/Menkes/SK/XI/2002 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia. 

13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1116/Menkes/SK/VIII/2003 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi 

Kesehatan. 

14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1479/Menkes/SKX/2003 

tentang Pedoman Penyelenggaraan system Surveilans Epidemiologi 

Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. 
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15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 424/MENKES/SK/IV/2007 

tentang Pedoman Upaya Kesehatan pelabuhan dalam rangka Karantina 

Kesehatan. 

16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 425/MENKES/SK/IV/2007 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di kantor 

Kesehatan pelabuhan. 

17. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor :264/MENKES/SK/III/2004 

tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 265/MENKES/SK/III/2004 

tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

19. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan Nomor: HK.03.05/VI.I/D/1004/2011 tentang Standar 

Operasional Prosedur Desinfensi Pesawat Udara. 

20. Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait 

 

C. Pengertian-pengertian 

1. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya 

pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme 

pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area lain di dalam negeri atau 

keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

2. Karantina adalah kegiatan pembatasan atau pemisahan seseorang dari 

sumber penyakit atau seseorang yang terkena penyakit atau bagasi, 

kontainer, alat angkut. Komoditi yang mempunyai risiko menimbulkan 

penyakit pada manusia. 

3. Karantina Kesehatan adalah tindakan karantina dalam upaya pencegahan 

dan pemberantasan penyakit serta faktor risiko gangguan kesehatan dari 

dan atau ke luar negeri serta dari suatu area ke area lain dari dalam 

negeri melalui pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara. 
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4. Izin karantina adalah izin bagi alat angkut untuk keluar/masuk pelabuhan. 

5. Petugas Karantina kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu 

yang diberi tugas untuk melakukan upaya karantina kesehatan dan atau 

tindakan penyehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.   

6. Pemeriksaan Karantina adalah suatu tindakan dari petugas karantina 

kesehatan untuk menentukan keadaan sehat atau terjangkitnya 

seseorang, pelabuhan, bagasi, kontainer, alat angkut atau barang bawaan 

lainnya. 

7. Dokumen kesehatan adalah surat keterangan kesehatan yang berkaitan 

dengan kekarantinaan yang dimiliki oleh setiap alat angkut, awak, 

penumpang, barang dan pelintas batas darat negara sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

8. Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert Card) adalah kartu yang 

diberikan kepada tersangka penderita penyakit karantina dan atau 

mempunyai riwayat kontak dengan penderita dengan maksud bila  orang 

tersebut menderita atau menunjukan gejala atau tanda penyakit 

karantina agar mudah dilakukan tindakan kekarantinaan. 

9. Tindakan karantina ialah tindakan-tindakan terhadap kapal beserta isinya 

dan daerah pelabuhan untuk mencegah penjangkitan dan penjalaran 

penyakit karantina. 

10. Penyakit Karantina  adalah masalah kedaruratan kesehatan masyarakat 

yang menjadi perhatian Internasonal. Penyakit Karantina terdiri dari : 

a. Pes (Plague) 

b. Kolera (Cholera) 

c. Demam Kuning (Yellow fever) 

d. Cacar (Smallpox) 

e. Tifus bercak Wabahi-Typhus exanthematicus infectiosa (Louse borne 

Typhus) 
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f. Demam balik-balik (Louse borne Relapsing fever). 

11. Penyakit menular potensial wabah adalah Penyakit menular yang dapat 

menimbulkan wabah dan dapat menyebar dari suatu Negara ke lain 

Negara dan dari suatu daerah ke lain daerah, melalui lalu lintas orang, 

bagasi, kontainer, alat angkut atau barang bawaan lainnya. 

12. Upaya karantina kesehatan adalah segala kegiatan di pelabuhan untuk 

mencegah tersebarnya penyakit karantina dan atau faktor risiko 

gangguan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

13. Pengamatan penyakit (Surveilans) adalah pengamatan terus menerus dan 

sistematis terhadap kesakitan dan kematian, penyebaran penyakit serta 

kejadian atau kondisi yang memperbesar risiko penyebaran  penyakit 

untuk dapat mengambil suatu tindakan. 

14. Pelabuhan ialah suatu daerah yang ditetapkan pemerintah sebagai 

tempat kapal berlabuh. 

15. Kapal ialah semua alat angkut, juga termasuk kepunyaan Angkatan 

Bersenjata, yang dapat berlayar. 

16. Desinfeksi adalah prosedur pembasmian agen infeksius seperti virus dan 

bakteri. 

17. Debarkasi adalah tempat penurunan penumpang/muatan dari pesawat 

terbang/kapal laut. 

18. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan penumpang/muatan dengan 

pesawat terbang/kapal laut. 

19. Certificate Radio Pratique adalah sertifikat izin karantina yang diberikan 

melalui perantara radio. 

20. International Certificate Vaccination (ICV) adalah surat keterangan 

Imunisasi Internasional yang berlaku untuk perjalanan Internasional dan 

menerangkan bahwa seseorang telah mendapat imunisasi. 
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21. Imunisasi adalah suatu cara untuk menimbulkan/meningkatkan 

kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila 

kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakit 

ringan. 

22. Pelayanan vaksinasi Internasional adalah upaya untuk memberikan 

kekebalan kepada orang terhadap suatu penyakit karantina/potensial 

wabah tertentu, yang akan bepergian ke Negara/daerah endemis atau 

Negara yang mensyaratkan vaksinasi tertentu. 

23. Pelayanan kesehatan haji dan Umroh adalah rangkaian kegiatan yang 

meliputi Anamnesia, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis, 

penetapan diagnosis calon jamaah haji dan umroh. 

24. Isolasi adalah pemisahan orang sakit, bagasi, kontainer, alat angkut atau 

barang bawaan lainnya yang terkontaminasi dengan maksud untuk 

mencegah penularan atau penyebaran penyakit atau kontaminasi. 

25. Infeksi adalah mulai masuk dan berkembangnya bibit penyakit ke dalam 

tubuh manusia sampai menimbulkan gejala penyakit, atau akibat berantai 

dari sumber-sumber infeksi di dalam tubuh manusia dan hewan yang bisa 

menyebabkan risiko kesehatan masyarakat. 

26. Jalur Internasional adalah pergerakan seseorang, bagasi, kargo, 

kontainer, alat angkut, barang atau parcel kiriman melalui perbatasan 

Internasional termasuk perdagangan Internasional 

27. International Health Regulation (IHR) adalah Peraturan Kesehatan 

Internasional yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) 
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BAB  II 

INTERNATIONAL HEALTH REGULATION 

(Peraturan Kesehatan Internasional) 
 

A. Latar belakang.  
 

1. Sejarah IHR. 

 

International Health Regulation (IHR)  disusun dengan latar belakang 

terjadinya wabah penyakit Kolera yang melanda benua Eropa pada kurun 

waktu tahun 1830 – 1847. Akibat dari wabah kolera tersebut selanjutnya 

menghasilkan inisiatif dari para ahli kesehatan dalam bentuk diplomasi 

mengenai penyakit infeksi secara intensif dan kerjasama multilateral 

kesehatan masyarakat yang menghasilkan :”International Sanitary 

Conference”, di Paris pada tahun 1851 dan selanjutnya dikenal sebagai  

ISR (International Sanitary Regulation) 1852” 

Pada tahun 1951 World Health Organization (WHO), mengadopsi regulasi 

yang dihasilkan oleh ISR 1851 dan pada tahun 1969, WHO mengubah ISR 

yang dihasilkan oleh International Sanitary Conference menjadi : 

International Health Regulations (IHR) dan dikenal sebagai IHR 1969. 

 

2. Tujuan IHR. 

 

Tujuan IHR adalah untuk menjamin keamanan maksimum terhadap 

penyebaran penyakit infeksi dengan melakukan tindakan yang sekecil 

mungkin mempengaruhi lalu lintas dunia. 

 

3. Perkembangan IHR. 

 

Seiring dengan perkembangan jaman dan situasi serta adanya revisi ISR 

,selanjutnya WHO juga melakukan revisi seperlunya terhadap IHR 1969.  

 



8 

 

Adapun revisi-revisi tersebut secara kronologi dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Pada tahun 1973 (Revisi -1). 

WHO melakukan revisi terhadap IHR 1969 dan dikenal sebagai 

Additional Regulation 1973. 

b. Pada tahun 1981 (Revisi-2) 

WHO melakukan revisi terhadap IHR 1969 dan dikenal sebagai 

Additional Regulation 1981. 

c. Pada tahun 1983 (Revisi-3) 

WHO melakukan revisi terhadap IHR 1969 dan dikenal sebagai IHR 

1969 annotated edition 1983. Sejak tahun 1983, penyakit karantina 

yang dahulunya 6 (enam) penyakit berubah menjadi 3 (tiga) penyakit, 

yaitu : Pes (Plague), Demam Kuning (Yellow fever) serta kolera. Hingga 

saat ini tetap memberlakukan 6 (Enam) penyakit, yaitu : 

1). Pes (Plague) (ICD-9 ; 020, ICD – 10 : A20), 

2). Kolera (ICD-9 : 001, ICD-10 : A 00), 

3). Demam Kuning (Yellow Fever) (ICD-9 : 060, ICD-10 : A 95), 

4). Cacar (Smallpox) (ICD-9:050,ICD-10:B 03), 

5). Typhus Bercak Wabahi-Thyphus Exanthematicus Infectiosa (Louse 

Borne Typhus), 

6).  Demam Bolak-balik (Louse Borne Relapsing Fever), 

 

d. Pada tahun 2005 (Revisi-4) 

WHO melakukan revisi kembali terhadap IHR 1969 dan dikenal 

sebagai IHR 2005. 

Revisi IHR (1969) yang ke-4 ini diilhami oleh kejadian Pandemi 

penyakit SARS  dan Bio-terrorism pada tahun 2003. Pada tahun 2004-

2005 WHO membentuk 2 Group Intergovermental working group, 

yaitu : 
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Group 1 ( 1 – 12 November 2004) : menyusun Kertas kerja berupa 

proposal untuk merevisi IHR 1969. 

Group 2 ( 24 Januari 2005): merevisi IHR 1969 dengan menghasilkan : 

a). IHR 2005 dengan mengusung issue : Public Health Emergency of 

International Concern (PHEIC) atau kedaruratan kesehatan yang 

meresahkan dunia. PHEIC adalah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang 

dapat  merupakan ancaman kesehatan bagi dunia lain, sehingga 

kemungkinan membutuhkan koordinasi internasional dalam 

penanggulangannya. 

b). Terhitung mulai tanggal 15 Juni 2007 bagi semua Negara anggota 

WHO, harus sudah menerapkan IHR 2005, kecuali mereka yang 

menolak atau mengajukan keberatan. 

Penolakan atau keberatan harus diajukan selambat-lambatnya 18 

(delapan belas) bulan dari saat diterima oleh WHA (World Health 

Assembly) atau Majelis Umum Kesehatan Se-dunia ke 58 (Mei 2005). 

 

4. Tujuan akhir IHR 2005. 

 

Tujuan akhir dari IHR 2005 adalah melindungi dan menanggulangi 

terhadap penyebaran penyakit antar Negara tanpa pembatasan 

perjalanan dan perdagangan yang tidak berlaku. 

Tujuan IHR ini diperuntukkan bagi penyakit yang sudah ada, baru dan 

yang muncul kembali serta penyakit tidak menular (Contoh : Bahan radio-

nuklear dan bahan kimia dalam terminology lain disebut NUBIKA (Nuklir, 

Biologi dan Kimia) 

 

5. Negara Republik Indonesia. 

 

Negara Republik Indonesia menerima sepenuhnya regulasi tentang IHR 

2005 (International Health Regulation) yang telah direvisi atau dirubah 

sebanyak 5 (lima) kali. 
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Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan 

undang-undang RI Nomor 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara yang 

sampai saat ini masih tetap berlaku belum menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan ISR 1951 maupun IHR 2005.  

Adapun isi IHR 2005 secara rinci dari pasal demi pasal dibahas pada 

bahasan berikut dibawah ini. 

  

B. Bagian I  Definisi, Maksud dan Ruang Lingkup, Prinsip-prinsip dan Otorita 

yang Berkompeten 

 

1. Dalam International Health Regulation (Selanjutnya disebut “IHR” atau 

“Peraturan”) ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 Definisi. 

a. Affected (Terpapar) adalah orang, bagasi, kargo, petikemas, alat 

angkut, barang, paket pos, atau jenazah manusia yang terinfeksi atau 

terkontaminasi atau pembawa sumber infeksi atau kontaminasi, yang 

merupakan risiko bagi kesehatan masyarakat. 

b. Affected Area adalah area (daerah terjangkit) adalah lokasi di mana 

telah direkomendasikan berbagai tindakan oleh WHO sesuai dengan 

IHR ini. 

c. Aircraft (Pesawat udara) adalah pesawat udara yang melakukan 

penerbangan Internasional. 

d. Airport (bandar udara/bandara) adalah setiap bandara di mana 

penerbangan Internasional datang dan berangkat. 

e. Arrival (kedatangan) alat angkut adalah : 

1). dalam hal kapal laut, saat tiba atau merapat/berlabuh di lokasi 

yang telah ditentukan di pelabuhan. 

2). dalam hal pesawat udara, saat tiba di suatu bandara. 

3). dalam hal kendaraan navigasi darat yang melakukan perjalanan 

Internasional, saat tiba di pos lintas batas. 
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4). dalam hal kereta api atau kendaraan bermotor, saat tiba di pos 

lintas batas. 

f. Baggage (bagasi) adalah barang pribadi dari seorang penumpang. 

g. Cargo (kargo) adalah barang yang dibawa oleh suatu alat angkut atau 

di dalam petikemas. 

h. Componen Autority (otorita yang berkompeten) adalah otorita yang 

bertanggung jawab bagi penerapan berbagai tindakan yang 

disyaratkan IHR. 

i. Container (petikemas) adalah suatu alat pembawa barang yang : 

1). cukup kuat dan cocok untuk penggunaan berulang kali. 

2). dirancang khusus untuk kemudahan membawa barang dengan 

berbagai alat angkut tanpa perlu membongkarnya kembali. 

3). dilengkapi dengan alat guna memudahkan pemindahan ke alat 

angkut lain. 

4). dirancang khusus untuk memudahkan pengisian dan pengeluaran 

barang. 

j. Container Loading Area (lokasi pemuatan petikemas) adalah tempat 

khusus untuk bongkar muat peti kemas yang digunakan pada rute 

Internasional. 

k. Contamination  (pencemaran) adalah ditemukannya kuman penyakit 

atau bahan beracun pada permukaan tubuh manusia atau hewan 

atau pada suatu produk yang akan dikonsumsi atau pada benda mati 

lainnya, termasuk alat angkut, yang dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan masyarakat. 

l. Conveyance (alat angkut) adalah pesawat udara, kapal laut, kereta 

api, kendaraan bermotor atau alat angkut lainnya yang digunakan 

dalam melakukan perjalanan Internasional. 
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m. Conveyance operator (operator alat angkut) adalah seseorang yang 

berwenang untuk mengoperasikan alat angkut atau agen suatu 

perusahaan. 

n. Crew (kru/awak) adalah mereka yang berada dalam alat angkut yang 

bukan penumpang. 

o. Decontamination (dekontaminasi) adalah prosedur untuk menghilang 

kan kuman penyakit atau bahan beracun pada permukaan tubuh 

manusia atau hewan atau pada suatu produk yang akan dikonsumsi 

atau pada benda mati lainnya, termasuk alat angkut, yang dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat. 

p. Departure (keberangkatan) bagi orang, bagasi, kargo, alat angkut atau 

barang, adalah keadaan saat meninggalkan suatu wilayah. 

q. Deratting (hapus tikus) adalah prosedur untuk memberantas atau 

membunuh binatang mengerat/tikus yang terdapat didalam bagasi, 

kargo, petikemas, alat angkut, ruangan, barang dan paket pos di 

pelabuhan masuk. 

r. Director General  (Direktur Jenderal) adalah Direktur Jenderal WHO. 

s. Disease (penyakit) adalah suatu penyakit atau kondisi medik, terlepas 

dari asal atau sumbernya, yang dapat membahayakan manusia. 

t. Disinfection (hapus hama) adalah prosedur untuk menghilangkan 

kuman penyakit pada permukaan tubuh manusia atau hewan, pada 

bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang dan paket pos, dengan 

menggunakan bahan kimia atau bahan fisika. 

u. Desinsection (hapus serangga) adalah prosedur untuk mengendalikan 

atau membunuh serangga yang membawa penyakit pada manusia, 

yang terdapat dalam bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang 

dan paket pos. 

v. Event (kejadian/KLB) adalah manifestasi dari penyakit atau suatu 

keadaan yang berpotensi menimbulkan penyakit. 
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w. Free pratique (izin bebas masuk) adalah izin bagi kapal laut untuk 

memasuki suatu pelabuhan, menaikan atau menurunkan penumpang 

, membongkar atau memuat kargo atau me nyimpannya; izin bagi 

pesawat udara, setelah mendarat, untuk menaikkan atau menurun 

kan penumpang, membongkar atau memuat kargo atau menyimpan 

nya; dan izin bagi kendaraan bermotor, pada waktu kedatangan untuk 

menaikkan atau menurunkan penumpang, membongkar atau 

memuat kargo atau menyimpannya. 

x. Goods (barang) adalah produk-produk nyata, termasuk hewan dan 

tumbuhan, yang dibawa dari/ke luar negeri, termasuk yang digunakan 

oleh alat angkut. 

y. Ground crossing (lintas batas darat) adalah batas darat di suatu 

negara yang digunakan untuk melintas ke negara lain, termasuk yang 

dilalui oleh kendaraan bermotor dan kereta api. 

z. Ground transport vehicle (kendaraan bermotor) adalah alat angkut 

untuk transportasi darat dalam perjalanan internasional, termasuk 

kereta api, bus, lori dan mobil. 

aa. Health measure (tindakan penyehatan) adalah prosedur yang 

dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi; 

prosedur ini tidak mencakup tidak termasuk penegakan hukum dan 

menjaga keamanan. 

bb. ill person  (orang sakit) adalah seseorang yang menderita gangguan 

fisik yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 

cc. Infection (infeksi) adalah masuk dan berkembang-biaknya kuman 

penyakit dalam badan manusia dan hewan yang dapat 

membahayakan kesehatan masyarakat. 

dd. Inspection (pemeriksaan) adalah pemeriksaan oleh otorita yang 

berkompeten atau yang dibawah pengawasannya terhadap wilayah, 

bagasi, petikemas, alat angkut, ruangan, barang atau paket pos, 
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termasuk data dan dokumentasi yang relevan, untuk menentukan ada 

tidaknya risiko bagi kesehatan masyarakat. 

ee. International traffic (lalu-lintas internasional) adalah pergerakan 

orang, bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang atau paket pos 

melintasi perbatasan internasional, termasuk perdagangan inter 

nasional. 

ff. International voyage (perjalanan internasional) adalah : 

1). dalam hal alat angkut, suatu perjalanan yang mencakup lebih dari 

satu negara. Atau perjalanan yang meliputi satu atau beberapa 

wilayah negara yang sama, dalam hal alat angkut tersebut telah 

melalui wilayah negara lain, tanpa singgah, sepanjang perjalanan 

nya 

2). bagi seseorang yang melakukan perjalanan, memasuki wilayah 

Negara lain. 

gg. Intrusive (intrusif) adalah kemungkinan munculnya ketidaknyamanan 

karena adanya kontak erat atau intim atau mencecar dengan 

pertanyaan. 

hh. Invasive (invasif) adalah tusukan atau sayatan pada kulit atau 

memasukan alat atau benda-benda asing kedalam tubuh, atau 

pemeriksaan pada rongga tubuh. Dalam IHR, pemeriksaan telinga, 

hidung dan mulut, pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer 

telinga/mulut/kulit atau pemindai panas; inspeksi; auskultasi; palpasi 

luar; retinoskopi; pengumpulan air seni, feses atau sampel air liur; 

pengukuran tekanan darah; dan elektrokardiografi, harus dianggap 

sebagai tindakan non-invasif. 

ii. Isolation (isolasi) adalah pemisahan orang sakit atau orang yang 

terkontaminasi kuman penyakit. Atau pemisahan bagasi, peti kemas, 

alat angkut, barang, atau paket pos yang terpapar kuman penyakit 
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dari orang/barang lainnya sedemikian rupa untuk mencegah 

penyebaran penyakit atau kontaminasi. 

jj. Medical examination (pemeriksaan medik) adalah pemeriksaan awal 

terhadap seseorang oleh petugas kesehatan yang berwenang atau 

oleh seseorang yang berada dibawah pengawasan otorita yang 

berkompeten, untuk menentukan status kesehatan orang tersebut 

dan kemungkinan membahayakan kesehatan orang lain. Pemeriksaan 

dapat pula mencakup dokumen kesehatan, dan pemeriksaan fisik bila 

hal ini benar benar dibutuhkan. 

kk. National IHR Focal Point (Focal-Point IHR Nasional) adalah institusi/ 

individu yang ditunjuk oleh setiap negara, yang setiap waktu dapat 

dihubungi oleh Contact-Point IHR WHO, sesuai dengan ketentuan 

dalam IHR ini. 

ll. Organization ” or “WHO” (Organisasi” atau “WHO”) adalah Organisasi 

Kesehatan Dunia. 

mm. Permanen residence (izin tinggal tetap) pengertiannya sesuai 

dengan ketentuan hukum negara yang bersangkutan. 

nn. Personal data (data pribadi) adalah setiap informasi yang terkait 

dengan identitas seseorang. 

oo. Point of entry (pintu masuk) adalah suatu perlintasan Internasional 

untuk masuk dan keluar bagi mereka yang melakukan perjalanan, 

bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang dan paket pos. 

pp. Port (Pelabuhan) adalah pelabuhan laut atau pelabuhan yang terletak 

pada suatu badan sungai, di mana kapal yang melakukan perjalanan 

Internasional tiba dan berangkat. 

qq. Postal parcel (paket pos) adalah suatu barang yang beralamat atau 

paket yang dikirim secara Internasional melalui layanan pos atau 

layanan pengiriman lainnya. 
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rr. Public Health Emergency of International Concern (kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, disingkat: PHEIC) 

adalah kejadian/KLB luar biasa dengan ciri ciri berikut : 

1). membahayakan kesehatan masyarakat negara lain melalui lalu 

lintas/perjalanan Internasional, dan membahayakan kesehatan 

masyarakat negara lain melalui lalu lintas/perjalanan inter 

nasional, dan 

2). berpotensi memerlukan kerjasama/koordinasi internasional. 

ss. Public Health Observation (pengamatan kesehatan) adalah peman- 

tauan status kesehatan seseorang selama beberapa waktu untuk 

menentukan apakah yang bersangkutan tertular penyakit. 

tt. Public Health Risk (risiko kesehatan masyarakat) adalah risiko yang 

mungkin berpengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat dengan 

pengutamaan pada faktor risiko yang dapat menyebar secara 

internasional atau dapat menyebabkan gangguan langsung dan serius. 

uu. Quarantine (karantina) adalah pembatasan kegiatan dan/atau 

pemisahan seseorang tersangka (suspek) yang tidak sakit atau barang, 

petikemas, alat angkut, atau barang yang tersangka (suspek) dari 

orang/ barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan 

penyebaran penyakit atau kontaminasi. 

vv. Recommendation and recommended (rekomendasi dan direkomen- 

dasikan) adalah rekomendasi sementara atau rekomendasi tetap yang 

diterbitkan sesuai dengan ketentuan IHR. 

ww. Reservoir (sumber penularan) adalah hewan, tumbuhan atau benda 

di mana bibit penyakit biasanya hidup. Sumber penularan ini dapat 

merupakan risiko bagi kesehatan masyarakat. 

xx. Road vehicle (kendaraan bermotor) adalah kendaraan bermotor selain 

kereta api. 
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yy. Scientific evidence (bukti ilmiah) adalah informasi yang sudah 

berlandaskan metode ilmiah dan dapat dijadikan bukti. 

zz. Scientific principle (prinsip ilmiah), adalah hukum dasar atau fakta 

alamiah telah dikenal melalui metode ilmiah. 

aaa. Ship  (kapal) adalah kapal laut atau kapal navigasi domestik dalam 

suatu perjalanan internasional. 

bbb. Standing recommendation (rekomendasi tetap) adalah anjuran tidak 

mengikat yang dikeluarkan oleh WHO dalam menghadapi risiko 

kesehatan masyarakat , sesuai dengan Pasal 16, menyangkut 

tindakan rutin atau periodik yang sesuai dengan, yang diperlukan 

untuk mencegah atau mengurangi penyebaran penyakit secara 

internasional dengan sesedikit mungkin menimbulkan hambatan 

pada lalu-lintas internasional. 

ccc. Surveilance (pengamatan) adalah pengumpulan, pengolahan dan 

analisis data secara sistematis untuk kepentingan kesehatan 

masyarakat serta penyebaran informasi secara tepat waktu untuk 

penilaian dan pengambilan tindakan sesuai dengan kebutuhan. 

ddd. Suspect  (tersangka) adalah orang, bagasi, kargo, petikemas, alat 

angkut, barang, atau paket pos yang dianggap telah terpapar atau 

mungkin terpapar suatu faktor risiko yang dapat menjadi sumber 

penularan penyakit. 

eee. Temporary recommendation (rekomendasi sementara) adalah 

anjuran tidak mengikat yang dikeluarkan oleh WHO sesuai dengan 

Pasal 15, untuk diterapkan dalam waktu terbatas, spesifik sesuai 

dengan faktor risiko, sebagai respons terhadap PHEIC, untuk 

mencegah atau mengurangi penyebaran penyakit secara inter 

nasional dan dengan sesedikit mungkin menimbulkan hambatan 

terhadap terhadap lalu-lintas internasional. 
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fff. Temporary residence (tempat tinggal sementara) interpretasi sama 

seperti yang tercantum dalam undang-undang negara yang 

bersangkutan. 

ggg. Traveler (orang yang bepergian) adalah seseorang yang melakukan 

perjalanan internasional. 

hhh. Vector (vektor) adalah serangga atau hewan lain yang biasanya 

membawa kuman penyakit yang merupakan suatu risiko bagi 

kesehatan masyarakat. 

iii. Verification (verifikasi) adalah penyediaan informasi oleh negara 

anggota kepada WHO untuk mengkonfirmasikan status suatu 

kejadian/KLB di satu atau beberapa wilayah negara tersebut. 

jjj. WHO IHR Contact Point (Contact-Point IHR WHO) adalah unit di 

dalam WHO yang dapat dihubungi setiap waktu oleh Focal-Point IHR 

Nasional. 

 

2. Kecuali ketentuan lain, acuan pada IHR termasuk lampirannya. 

 

Pasal 2  Tujuan dan ruang lingkup. 

IHR bertujuan mencegah, melindungi, mengendalikan terhadap 

penyebaran penyakit secara Internasional sesuai dengan dan 

terbatas pada faktor risiko yang dapat mengganggu kesehatan, 

dengan sesedikit mungkin menimbulkan hambatan pada lalu-

lintas dan perdagangan Internasional. 

 

Pasal 3  Prinsip 

a. Pelaksanaan IHR harus menghormati sepenuhnya martabat, 

hak asasi dan kebebasan hakiki manusia. 

b. Pelaksanaan IHR harus mengikuti Piagam PBB dan Konstitusi 

WHO. 
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c. Pelaksanaan IHR harus bersifat universal guna melindungi 

seluruh dunia dari ancaman penyakit. 

d. Negara anggota, sesuai dengan Piagam PBB dan hukum 

Internasional, memiliki kedaulatan untuk membuat dan 

melaksanakan undang-undang sesuai dengan kebijakan 

kesehatannya. Dalam menerapkan kedaulatannya, tujuan IHR 

harus senantiasa diperhatikan. 

 

Pasal 4  Otorita/Pejabat yang berkompeten 

a. Setiap negara anggota harus menunjuk Focal-Point Nasional 

IHR dan pejabat yang bertanggung jawab di wilayah dalam 

pelaksanaan IHR. 

b. Focal-Point Nasional IHR harus dapat dihubungi setiap waktu 

oleh Contact-Point (orang yang harus dihubungi) IHR WHO 

sesuai dengan paragraf 3 Pasal ini. Fungsi Focal-Point 

Nasional IHR meliputi : 

1). Mengirimkan kepada Contact-Point IHR WHO, laporan 

mengenai pelaksanaan IHR khususnya yang menyangkut 

Pasal 6 sampai 12; dan 

2). Menyebarluaskankan informasi kepada dan menghimpun 

laporan dari sektor terkait, termasuk mereka yang 

bertanggung jawab terhadap pengamatan penyakit dan 

pelaporan, pintu masuk, sarana pelayanan kesehatan, 

klinik dan rumah sakit. 

c. WHO harus menunjuk Contact-Point IHR, yang harus dapat 

dihubungi setiap waktu oleh Focal-Point Nasional IHR. 

Contact-Point IHR WHO harus mengirimkan hal-hal penting 

mengenai pelaksanaan IHR ini, utamanya menyangkut Pasal 6 
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sampai Pasal 12, kepada Focal-Point Nasional IHR. Contact-

Point IHR WHO ada di kantor pusat dan di tingkat regional. 

d. Negara anggota harus menginformasikan kepada WHO data 

rinci dari Focal-Point IHR Nasional.Demikian pula sebaliknya. 

Data tersebut harus terus dimutakhirkan. WHO akan 

mengirimkan kepada seluruh negara anggota informasi yang 

menyangkut focal point nasional IHR yang telah diterimanya 

sesuai dengan pasal ini. 

 

C. Bagian II    Informasi dan Respons Kesehatan masyarakat (Respon di bidang  

                   Kesehatan. 

 

Pasal 5  Pengamatan (Surveilance) 

a. Setiap Negara Anggota harus mengembangkan, memperkuat dan 

memantapkan, sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari lima 

tahun sejak berlakunya IHR kemampuan untuk mendeteksi, 

menilai, memberitahukan dan melaporkan kejadian/KLB sesuai 

dengan IHR sebagaimana digariskan pada Lampiran 1. 

b. Sebagai tindak lanjut penilaian, sesuai dengan paragraf 2, Bagian-

A dari Lampiran- 1, suatu Negara Anggota dapat melaporkan 

kepada WHO berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya dan 

rencana pelaksanaan. Dengan melakukan hal ini akan diberikan 

tambahan waktu selama dua tahun untuk memenuhi syarat yang 

tercantum pada paragraf-1 Pasal ini. Dalam keadaan khusus, dan 

didukung oleh rencana pelaksanaan baru, Negara Anggota dapat 

meminta lagi perpanjangan untuk waktu paling lama dua tahun 

dari Direktur Jenderal. Sebelum memutuskan, Direktur Jenderal 

akan meminta pertimbangan suatu Komite sesuai dengan Pasal 

50 (selanjutnya disebut “Komite Penelaah/Review Committee).  



21 

 

Setelah jangka waktu yang disebutkan pada paragraf 1 Pasal ini, 

Negara anggota yang telah memperoleh perpanjangan waktu 

harus melaporkan setiap tahun kepada WHO tentang kemajuan 

pelaksanaan IHR secara menyeluruh. 

c. Apabila diminta, WHO harus membantu Negara Anggota, untuk 

mengembangkan, memperkuat dan memantapkan kemampuan 

negara yang bersangkutan sesuai dengan paragraf-1 Pasal ini 

d. WHO harus mengumpulkan informasi mengenai kejadian /KLB 

/KLB melalui kegiatan surveilansnya dan menilai potensi kejadian 

/KLB/KLB tersebut dalam penyebaran penyakit dan kemungkinan 

terhambatnya lalu-lintas internasional. 

Informasi yang diterima oleh WHO sesuai dengan paragraph ini, bila 

perlu harus ditangani sesuai dengan pasal 11 dan 45. 

 

Pasal 6  Pelaporan. 

a. Setiap negara Anggota harus menilai kejadian/KLB di wilayahnya 

dengan menggunakan algoritme pada Lampiran- 2. Setiap Negara 

Anggota harus melapor ke WHO dalam waktu 24 jam semua 

kejadian/KLB/KLB yang mungkin merupakan PHEIC, dengan alat 

komunikasi paling efisien yang tersedia, melalui Focal-Point 

Nasional IHR. Selain itu, tindakan yang telah diambil dalam 

menghadapi kemungkinan PHEIC tersebut harus pula dilaporkan. 

Bila kejadian/KLB/KLB yang dilaporkan ke WHO merupakan 

kompetensi/domain Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), 

WHO harus segera melapor ke IAEA. 

b. Setelah melapor suatu kejadian/KLB Negara Anggota yang 

bersangkutan harus terus memberitahu WHO, mengenai definisi 

kasus, hasil laboratorium, sumber dan jenis risiko, jumlah kasus 

dan kematian, kondisi yang menimbulkan penyebaran penyakit 



22 

 

dan tindakan penyehatan yang dilakukan. Bila perlu laporkan 

pula kesulitan yang dihadapi dan bantuan yang diperlukan dalam 

menanggulangi kejadian/KLB yang berpotensi menimbulkan 

PHEIC. 

 

Pasal 7  Informasi menyangkut Kejadian/KLB 

Negara Anggota harus melapor ke WHO bila mendeteksi kejadian 

/KLB luar biasa yang dapat menimbulkan PHEIC di wilayahnya, 

terlepas dari mana sumbernya.Semua informasi yang berkaitan 

dengan kejadian/KLB ini harus disampaikan ke WHO.Bila menghadapi 

kejadian/KLB seperti ini, semua ketentuan dalam Pasal-6 harus 

dipegang teguh/diikuti. 

 

Pasal 8  Konsultasi 

Dalam hal kejadian/KLB di wilayah negara anggota tidak memerlukan 

pelaporan sebagai dimaksud pada Pasal 6, khususnya menyangkut 

kejadian/KLB di mana tidak cukup tersedia informasi untuk 

melengkapi algoritme pada Lampiran 2, WHO tetap meminta untuk 

diberitahu melalui Focal-Point IHR Nasional perihal jenis tindakan 

yang telah diambil sekaligus konsultasi jenis tindakan yang paling 

tepat. Komunikasi tersebut akan diperlakukan sesuai dengan 

paragraf 2 s/d 4 Pasal 11. Akhirnya Negara Anggota dapat meminta 

bantuan WHO untuk menilai setiap data epidemilogi yang telah 

dikumpulkan oleh Negara tersebut. 

 

Pasal 9  Laporan lain 

a. WHO mungkin menerima laporan lain selain laporan dari negara 

anggota yang bersangkutan. Setelah melakukan analisis 

epidemiologis yang mendalam, WHO akan memberitahu negara 

di mana diduga telah terjadi suatu kejadian/KLB Sebelum 
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mengambil tindakan terhadap kejadian/KLB ini, WHO harus 

berusaha memperoleh verifikasi dari Negara Anggota yang 

bersangkutan, sesuai dengan prosedur yang tertuang pada Pasal-

10. Kejadian/KLB ini akan dilaporkan ke semua negara anggota. 

Sumber laporan bila dianggap perlu untuk dilindungi, akan 

dirahasiakan. Informasi tentang kejadian/KLB itu akan digunakan 

sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Pasal 11. 

b. Negara anggota, sepanjang memungkinkan, harus memberitahu 

WHO dalam waktu 24 jam setelah memperoleh bukti adanya 

faktor risiko di luar wilayahnya yang dapat mengganggu 

kesehatan masyarakat dan mungkin menyebar ke negara lain. 

Manifestasinya dapat berupa impor dan ekspor : 

1). Kasus manusia, 

2). Vektor yang membawa infeksi/ kontaminasi atau, 

3). Barang yang terkontaminasi. 

 

Pasal 10 Verifikasi 

a. WHO harus meminta, sesuai dengan Pasal 9, verifikasi dari 

Negara Anggota, laporan dari sumber lain, selain yang berasal 

dari laporan atau hasil konsultasi negara yang bersangkutan, 

yang menyangkut berbagai kejadian/KLB yang dapat menimbul 

kan PHEIC, yang diduga berada di wilayahnya. Dalam hal ini, 

WHO harus meminta negara yang bersangkutan untuk 

memverifikasi laporan dimaksud, 

b. Sesuai dengan paragraf di atas, setiap negara anggota harus 

memverifikasi dan menyampaikan kepada WHO : 

1). Dalam waktu 24 jam, informasi awal atau konfirmasi telah 

menerima permintaan untuk verifikasi suatu kejadian/KLB di 

wilayahnya, 
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2). Dalam waktu 24 jam, informasi yang dimiliki dari kejadian/KLB 

tersebut beserta perkembangannya dan, 

3). Penilaian yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal-

6, termasuk informasi yang berkaitan, sebagaimana tertuang 

pada Pasal tersebut. 

c. Apabila WHO menerima informasi mengenai kejadian/KLB yang 

dapat menimbulkan PHEIC, WHO harus menawarkan bantuan 

guna menilai potensi penyebaran penyakit ke negara lain, 

kemungkinan menimbulkan hambatan pada lalu-lintas 

internasional dan kesesuaian dengan tindakan yang telah 

diambil. Dalam kegiatan ini, WHO dapat bekerjasama dengan 

organisasi lain serta memobilisasi bantuan internasional. Bila 

diminta oleh Negara Anggota tersebut, WHO harus memberikan 

dukungan informasi untuk memudahkan kerjasama tersebut, 

d. Bila suatu Negara Anggota tidak bersedia menerima tawaran 

kerjasama, WHO, dengan mempertimbangkan besarnya risiko 

terhadap kesehatan masyarakat, dapat memberikan informasi 

tentang kejadian/KLB tersebut kepada Negara lain sambil 

membujuk negara anggota yang tidak mau bekerjasama tersebut 

karena suatu alasan tertentu. 

 

Pasal 11 Penyediaan informasi oleh WHO 

a. Sesuai dengan paragraf-2 Pasal ini, WHO harus secepat dan se-

efisien mungkin mengirimkan kepada seluruh Negara Anggota, 

dan sesuai dengan kebutuhan, kepada organisasi antar 

pemerintah yang relevan, informasi yang telah diterima sesuai 

dengan Pasal-5 s/d Pasal-10, yang dibutuhkan oleh negara negara 

anggota guna mengambil tindakan yang diperlukan. WHO harus 
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memberitahu negara anggota lainnya, agar dapat bertindak 

dengan tepat apabila mengalami kejadian/KLB serupa, 

b. WHO harus menggunakan informasi yang diterima, sebagaimana 

diatur pada Pasal-6 dan Pasal-8 dan paragraf-2 dari Pasal-9, 

untuk verifikasi, penilaian dan bantuan sesuai dengan IHR. 

Apabila negara bersangkutan tidak menyetujui, informasi ini 

tidak akan diteruskan ke negara anggota lainnya, kecuali : 

1). Besar kemungkinan kejadian/KLB tersebut bisa menjadi PHEIC 

,sesuai dengan Pasal 12; atau, 

2). WHO membuktikan, secara epidemiologis, telah terjadi 

penyebaran infeksi atau kontaminasi ke negara lain atau, 

3). Adanya bukti bahwa : 

a). Penanggulangan penyebaran penyakit kemungkinan besar 

tidak akan berhasil karena sifat tertentu dari kontaminasi, 

kuman penyakit, vektor atau reservoir; atau, 

b). Negara anggota tidak memilki kemampuan yang memadai 

untuk mencegah perluasan penyebaran penyakit; atau 

4). Sifat dari lalu lintas internasional yang memungkinkan ter- 

paparnya manusia, bagasi, kargo, petikemas, alat-angkut, 

barang atau paket pos terhadap infeksi atau kontaminasi, 

membutuhkan tindakan internasional secepatnyat dari lalu 

lintas Internasional yang memungkinkan terpaparnya 

manusia, bagasi, kargo, petikemas, alat-angkut, barang atau 

paket pos terhadap infeksi atau kontaminasi, membutuhkan 

tindakan internasional secepatnya. 

c. WHO harus berkonsultasi dengan Negara Anggota di mana ada 

kejadian/KLB di wilayahnya, sebelum menyebarluaskan informasi 

ke negara anggota lain informasi yang tertera pada Pasal ini. 
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d. Apabila WHO ingin menyebarluaskan informasi yang diperoleh 

sesuai dengan paragraf-2 Pasal ini, kepada negara anggota 

lainnya sesuai dengan IHR, WHO dapat juga mengumumkannya 

secara luas, bila informasi tentang kejadian/KLB yang sama 

tersebut tidak menjadi rahasia umum lagi dan ada kebutuhan 

penyebarluasan informasi dari sumber yang dapat dipercaya dan 

bertanggungjawab.  

 

Pasal 12 Ketentuan tentang PHEIC. 

a. Direktur Jenderal harus menetapkan, berdasarkan informasi yang 

diterima, dari suatu Negara Anggota, apakah kejadian/KLB yang 

dilaporkan itu suatu PHEIC atau bukan dengan mengacu pada 

kriteria dan prosedur dalam IHR. 

b. Bila dari paragraf 1 di atas Direktur Jenderal menduga bahwa 

PHEIC sedang berlangsung, ia harus berkonsultasi dengan negara 

anggota yang melaporkan kejadian/KLB tersebut.  

Bila Direktur Jenderal dan Negara Anggota yang bersangkutan 

sepakat dengan dugaan tersebut, Direktur Jenderal selanjutnya, 

sesuai dengan prosedur dalam Pasal-49, akan meminta pendapat 

Komite yang dibentuk menurut Pasal-48 (selanjutnya disebut 

Komite Darurat) untuk mengeluarkan rekomendasi sementara 

yang tepat. 

 

c. Bila, setelah berkonsultasi sesuai dengan paragraf 2 di atas, 

Direktur Jenderal dan negara anggota yang bersangkutan tidak 

mencapai konsensus dalam 48 jam tentang telah terjadinya 

PHEIC, keputusan harus dibuat sesuai dengan prosedur yang 

diatur dalam pasal 49. 
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d. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/KLB merupakan 

PHEIC, Direktur Jenderal harus mempertimbangkan : 

1). Informasi  yang diberikan  oleh  negara  anggota  yang 

bersangkutan, 

2). Algoritma pada Lampiran 2, 

3). Anjuran dari Komite Darurat, 

4). Prinsip dan bukti ilmiah yang ada dan informasi lain yang 

relevan; dan, 

5). Penilaian risiko terhadap kesehatan manusia, risiko penyebar 

an penyakit secara internasional dan risiko terhambatnya 

lalu-lintas internasional. 

e. Bila Direktur Jenderal, setelah berkonsultasi dengan negara 

anggota yang melaporkan terjadinya PHEIC, beranggapan bahwa 

PHEIC telah berakhir, ia harus mengambil keputusan sesuai 

dengan prosedur pada Pasal 49. 

 

Pasal 13 Tindakan di bidang kesehatan 

a. Setiap negara anggota harus mengembangkan, memperkuat dan 

memantapkan, sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari lima 

tahun dari mulai berlakunya IHR bagi negara tersebut, kapasitas 

untuk menanggulangi secara cepat dan efektif risiko kesehatan 

PHEIC seperti diatur dalam Lampiran-1. WHO harus menerbitkan, 

setelah berkonsultasi dengan negara anggota, pedoman yang 

akan digunakan oleh negara anggota guna meningkatkan 

kemampuan penanggulangan PHEIC. 

b. Sebagai kelanjutan penilaian sebagaimana dimaksud dalam 

Paragraf-2, Bagian A dari Lampiran--1, Negara Anggota dapat 

meminta kepada WHO, dengan alasan yang masuk akal disertai 

rencana penerapan IHR, perpanjangan waktu sampai 2 tahun 



28 

 

untuk memenuhi ketentuan yang tercantum pada paragraf 1 

Pasal ini. Dalam hal yang sangat khusus dan didukung oleh 

rencana penerapan IHR baru, negara anggota dapat meminta 

perpanjangan berikutnya paling lama dua tahun. Sebelum 

memutuskan, Direktur Jenderal akan meminta pertimbangan 

Komite Penelaah. Setelah jangka waktu yang disebutkan di dalam 

paragraf 1 Pasal ini, negara anggota yang memperoleh 

perpanjangan harus melaporkan kemajuan penerapan IHR secara 

lengkap, setiap tahun kepada WHO. 

c. Atas permintaan negara anggota, WHO harus memberikan 

bantuan penanggulangan terhadap risiko yang dapat 

mengganggu kesehatan serta menilai efektivitas tindakan 

pengendalian setempat. Bila perlu, akan dikerahkan pakar 

internasional guna membantu negara yang bersangkutan, 

d. Bila WHO, setelah berkonsultasi dengan negara anggota terkait 

sesuai dengan dengan Pasal-12, menetapkan bahwa PHEIC 

sedang berlangsung, WHO dapat menawarkan bantuan, di 

samping dukungan yang tercantum dalam paragraf-3 Pasal ini. 

Bantuan dapat mencakup penilaian terhadap besarnya risiko 

yang mengancam masyarakat dunia dan efektivitas penang- 

gulangan. Selain itu WHO dapat pula mengerahkan pakar 

internasional guna membantu analisa setempat. Bila diminta oleh 

negara anggota, WHO harus menyertakan informasi yang 

berkaitan dengan bantuan tersebut. 

e. Bila diminta oleh WHO, negara anggota sebisa mungkin harus 

menyediakan dukungan bagi kegiatan penanggulangan dengan 

koordinasi WHO, 
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f. Bila diminta , WHO harus menyediakan pedoman dan bantuan 

yang sesuai dengan kepada negara anggota lain yang terjangkit 

atau terancam oleh PHEIC. 

 

Pasal 14 Kerjasama WHO dengan  Organisasi antar  Pemerintah dan Badan 

Internasional. 

a. WHO harus bekerjasama dan mengkoordinasikan kegiatannya, 

sesuai dengan keperluan, dengan organisasi antar pemerintah 

lainnya yang kompeten atau badan Internasional dalam 

penerapan IHR termasuk melalui kesepakatan lainnya, 

b. Dalam hal suatu kejadian/KLB merupakan kompetensi instansi 

antar pemerintah atau lembaga internasional lainnya, WHO 

harus mengkoordinasikan kegiatannya dengan berbagai 

organisasi tersebut untuk menjamin bahwa tindakan yang 

diambil telah sesuai dengan IHR. 

c. Meskipun banyak pengaturan yang diberlakukan sebagaimana 

dikemukan sebelumnya/di atas, tidak satupun ketentuan IHR 

yang dapat menghalangi WHO untuk memberikan nasihat, 

dukungan, bantuan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. 

 

D. Bagian III   Rekomendasi 

 

Pasal 15 Rekomendasi sementara 

a. Bila sudah disepakati terjadinya PHEIC sesuai dengan Pasal 12, 

Direktur Jenderal harus mengeluarkan rekomendasi sementara 

sesuai dengan prosedur yang diatur pada Pasal 49. Rekomendasi 

sementara tersebut dapat diubah atau diperluas sesuai dengan 

keperluan, termasuk keputusan bahwa PHEIC telah berakhir.  
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Pada saat yang sama, rekomendasi sementara lain dapat 

dikeluarkan sesuai dengan keperluan untuk mencegah berulang 

nya kejadian/KLB serupa, 

b. Rekomendasi sementara dapat meliputi tindakan penanggulang 

an yang harus dilaksanakan oleh negara anggota yang 

mengalami PHEIC, atau oleh negara anggota lainnya, yang 

mencakup orang, bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang 

dan/atau paket pos untuk mencegah atau mengurangi 

penyebaran penyakit ke negara lain dan menghindari lalu-lintas 

Internasional dari hambatan yang tidak pada tempatnya, 

c. Rekomendasi sementara dapat diakhiri sesuai dengan prosedur 

yang tercantum dalam Pasal 49, dan otomatis tidak berlaku tiga 

bulan setelah diterbitkan. Rekomendasi ini dapat diubah atau 

diperpanjang paling lama 3 bulan lagi. Rekomendasi sementara 

tidak boleh dilanjutkan setelah sidang kedua Majelis Kesehatan 

Sedunia di mana PHEIC tersebut ditetapkan. 

 

Pasal 16 Rekomendasi Tetap. 

WHO dapat membuat rekomendasi tetap terhadap berbagai 

tindakan sesuai dengan Pasal 53, yang dapat diterapkan secara rutin 

atau berkala. Tindakan tersebut dapat diterapkan oleh negara 

anggota terhadap orang, bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, 

barang dan/atau paket pos, sebagai suatu tindakan khusus dalam 

menghadapi faktor risiko yang sedang berlangsung, guna mencegah 

atau mengurangi penyebaran penyakit ke negara lain dan 

menghindari hambatan yang tidak semestinya pada lalu-lintas 

Internasional. WHO, sesuai dengan Pasal 53, bila perlu dapat 

mengubah atau mengakhiri rekomendasi tetap tersebut. 
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Pasal 17 Kriteria untuk menetapkan dan mengakhiri suatu Rekomendasi. 

Sewaktu mengeluarkan, mengubah atau mengakhiri rekomendasi 

tetap atau sementara, Direktur Jenderal harus mempertimbangkan : 

a. Pandangan negara anggota yang terkait langsung, 

b. Nasehat dari Komite Darurat atau Komite Penelaah, 

c. Prinsip  ilmiah, dan bukti ilmiah serta informasi yang tersedia, 

d. Tindakan berdasarkan penilaian risiko sesuai dengan situasi yang 

dihadapi, tidak terlalu membatasi lalu lintas dan perdagangan 

internasional, serta tindakan yang diambil adalah yang terbaik 

dari berbagai alternatif guna melindungi kesehatan, 

e. Metode dan standar internasional yang relevan, 

f. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi antar pemerintah 

lainnya dan lembaga internasional, dan, 

g. Informasi lain yang sesuai dengan kejadian/KLB. 

 

Menyangkut angkut rekomendasi sementara, pertimbangan oleh 

Direktur Jenderal pada sub paragraf (e) dan (f) pada Pasal ini 

kemungkinan tidak dapat sepenuhnya diberlakukan sehubungan 

dengan mendesaknya situasi. 

 

Pasal 18 Rekomendasi yang  berkaiatan  dengan  orang,  bagasi,  kargo, peti 

kemas, alat angkut, barang dan paket pos. 

a. Berbagai rekomendasi yang mungkin dikeluarkan oleh WHO 

menyangkut orang adalah : 

1). Periksa riwayat perjalanan di wilayah yang terjangkit, 

2). Periksa dokumen kesehatan termasuk hasil pemeriksaan labo 

ratorium, 

3). Diperlukan pemeriksaan kesehatan, 

4). Periksa bukti vaksinasi atau profilaksis lain, 
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5). Diperlukan vaksinasi atau profilaksis lain 

6). Observasi orang yang kemungkinan menderita penyakit 

7). Karantina atau tindakan lain bagi orang yang kemungkinan 

menderita penyakit, 

8). Isolasi dan bila diperlukan pengobatan bagi mereka yang 

sakit, 

9). Pelacakan kontak dari tersangka penderita atau penderita, 

10). Tolak masuknya tersangka penderita atau terjangkit, 

11). Tolak masuknya mereka yang sehat ke daerah terjangkit 

dan, 

12). Laksanakan penjaringan bagi mereka yang akan pergi ke 

luar negeri (exit-screening) dan/atau, 

13).Lakukan pembatasan masuknya orang dari daerah 

terjangkit. 

b. Rekomendasi yang ditetapkan WHO yang berhubungan dengan 

bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang dan paket pos : 

1). Periksa daftar muatan dan rutenya, 

2). Laksanakan pemeriksaan, 

3). Periksa  bukti tindakan yang dilakukan pada saat keberang 

katan atau transit untuk menghilangkan infeksi atau 

kontaminasi, 

4). Lakukan  tindakan terhadap bagasi, kargo, petikemas, alat 

angkut, barang, paket pos atau jenazah manusia untuk 

menghilangkan infeksi atau kontaminasi termasuk vektor 

dan reservoir, 

5). Lakukan  tindakan khusus untuk memastikan keamanan 

penanganan dan transportasi jenazah manusia, 
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6). Laksanakan isolasi atau karantina, 

7). Sita dan hancurkan barang yang terinfeksi atau terkonta- 

minasi atau bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang 

dan paket pos yang dicurigai, di bawah pengawasan, sebagai 

upaya terakhir dan, 

8). Tolak keluar atau masuknya alat angkut. 

 

E. Bagian IV   Pintu Masuk 

 

Pasal 19 Kewajiban Umum 

Setiap  negara anggota wajib, di samping kewajiban lain yang telah 

ditentukan dalam IHR memastikan agar pelabuhan /pos lintas batas 

yang telah ditentukan bagi keluar masuknya lalu lintas 

internasional, 

a. Memiliki kemampuan, seperti yang tercantum pada Lampiran-1, 

dikembangkan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada 

paragraf 1, Pasal 5 dan paragraf 1 Pasal 13, 

b. Mengidentifikasi otorita yang berkompeten dan, 

c. Apabila  diminta dan memungkinkan, menyampaikan kepada 

WHO data yang berkaitan dengan adanya sumber penularan 

atau sumber kontaminasi termasuk vektor dan reservoir 

penyakit, yang dapat menyebar secara internasional, 

 

Pasal 20 Bandara dan Pelabuhan. 

a. Negara anggota harus menentukan bandar udara dan bandar 

laut yang harus dikembangkan kemampuannya seperti yang 

ditentukan pada Lampiran-1. 

b. Negara anggota harus menjamin bahwa Sertifikat Bebas 

Pengawasan Sanitasi Kapal (SSCEC) dan Seritifikat Pengawasan 
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Sanitasi Kapal (SSCC) diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 

39 dan contoh seperti pada Lampiran-3 

c. Setiap negara anggota harus mengirimkan ke WHO daftar 

pelabuhan yang berwenang untuk mengeluarkan : 

1). SSCC dan pemberian layanan seperti tercantum pda 

Lampiran- 1 dan 3, atau, 

2). SSCC saja, dan, 

3). Perpanjangan SSCEC dalam waktu satu bulan, sampai alat 

angkut tiba di pelabuhan di mana SSCEC bisa diperbaharui. 

Setiap negara anggota harus memberitahu WHO setiap 

perubahan yang terjadi pada daftar bandara/pelabuhan 

yang telah disampaikan sebelumnya. WHO harus 

memasukkan perubahan yang diterima sesuai dengan 

paragraf ini pada publikasi selanjutnya. 

d. WHO, atas permintaan negara anggota, dapat mengeluarkan 

sertifikat, setelah melalui penilaian tertentu yang menyatakan 

bahwa suatu bandara/pelabuhan di wilayahnya telah memenuhi 

syarat yang ditentukan pada paragraf 1 dan 3 Pasal ini. Sertifikat 

yang telah dikeluarkan akan ditinjau secara periodik oleh WHO, 

dengan sepengetahuan negara anggota yang bersangkutan, 

e. WHO,bekerja sama dengan instansi antar pemerintah yang 

berwenang dan lembaga internasional, harus membuat 

pedoman sertifikasi bagi bandar udara dan bandar laut sesuai 

dengan Pasal ini. WHO harus menerbitkan daftar bandar udara 

dan bandar laut yang sudah memperoleh sertifikat. 

 

Pasal 21 Pelintasan darat. 

a. Bila diperlukan karena alasan kesehatan masyarakat, suatu 

negara anggota dapat menetapkan perlintasan darat yang harus 
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mempunyai kapasitas sebagaimana tercantum pada Lampiran-1, 

dengan mempertimbangkan : 

1). Volume dan frekuensi lalu-lintas internasional, dibandingkan 

dengan pintu masuk lain di negara tersebut, dan 

2). Adanya faktor risiko di wilayah di mana lalu-lintas 

internasional berawal, atau melalui wilayah itu, sebelum 

sampai di perlintasan darat tersebut, 

b. Negara anggota yang memiliki perbatasan bersama, hendaknya 

mempertimbangkan : 

1). Membuat perjanjian atau pengaturan bilateral atau multi 

lateral mengenai pencegahan atau pengendalian penularan 

penyakit pada perlintasan darat sesuai dengan Pasal-57; dan 

2). Penetapan bersama perlintasan darat yang berdekatan yang 

memiliki kapasitas seperti tercantum pada Lampiran-1, dan 

paragraf-1 Pasal ini. 

 

Pasal 22 Peran otorita yang berkompeten. 

a. Otorita yang berkompeten harus : 

1). Bertanggung jawab terhadap pemantauan bagasi, kargo, 

petikemas, alat angkut, barang, paket pos dan jenazah 

manusia yang berangkat dan datang dari wilayah terpapar, 

sedemikian rupa sehingga dapat dijamin bahwa yang 

disebutkan sebelumnya bebas dari infeksi atau kontaminasi, 

termasuk vektor dan reservoir, 

2). Memastikan, sejauh mungkin, bahwa fasilitas umum pada 

pintu masuk dalam kondisi bersih dan bebas dari sumber 

infeksi atau kontaminasi, termasuk vektor penyakit dan 

reservoir, 
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3). Bertanggung jawab terhadap pengawasan setiap kegiatan 

hapus tikus, hapus hama, hapus serangga atau 

dekontaminasi dari bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, 

barang, paket pos dan jenazah manusia atau tindakan 

sanitasi bagi orang sesuai dengan IHR ini, 

4). Memberitahu para operator alat angkut, seawal mungkin, 

mengenai rencana tindakan yang akan diambil. Metode yang 

akan digunakan pada tindakan tersebut, bila tersedia, harus 

diberikan secara tertulis, 

5). Bertanggung jawab/mensupervisi keamanan pembuangan air 

atau makanan yang tercemar, limbah manusia atau hewan, 

air limbah dan benda lain yang terkontaminasi yang dibawa 

alat angkut, 

6). Mengambil segala tindakan yang dimungkinkan, sesuai 

dengan IHR, untuk memantau dan mengawasi kapal yang 

membuang limbah cair, limbah padat, pemberat dan benda 

lain yang dapat menyebabkan penyakit dan berpotensi 

mencemari air di pelabuhan, sungai, kanal, selat, danau atau 

perairan Internasional lainnya, 

7). Bertanggung jawab dalam mengawasi penyedia layanan 

penumpang, bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang, 

paket pos dan jenazah manusia pada pintu masuk, termasuk 

melakukan pemeriksaan medik bila diperlukan, 

8). Memiliki rencana kontingensi dalam menghadapi kejadian/ 

KLB luar biasa dan, 

9). Melapor ke Focal-Point IHR Nasional mengenai tindakan yang 

diambil, sesuai dengan IHR. 
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b. Tindakan yang direkomendasikan oleh WHO bagi para 

penumpang, bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang, 

paket pos, dan jenazah manusia yang tiba dari wilayah yang 

terpapar dapat diulang pada saat kedatangan, bila ada indikasi 

atau bukti kuat bahwa tindakan yang dilakukan pada saat 

keberangkatan dari daerah terpapar gagal, 

c. Hapus serangga, hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi dan 

tindakan sanitasi lainnya harus dilakukan sedemikian rupa untuk 

menghindari cedera dan ketidaknyamanan bagi orang, atau 

kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan 

masyarakat, atau kerusakan terhadap bagasi, kargo, petikemas, 

alat angkut, barang dan paket pos. 

 

F. Bagian V    Tindakan untuk melindungi Kesehatan Masyarakat. 

 

Bab  I Ketentuan Umum. 

 

Pasal 23 Tindakan pada saat kedatangan dan keberangkatan. 

a. Mengacu pada penerapan perjanjian internasional yang telah 

disepakati dan Pasal yang relevan dari IHR, negara anggota, 

untuk melindungi kesehatan masyarakatnya, pada saat 

kedatangan atau keberangkatan dapat mensyaratkan : 

1) Yang mengangkut penumpang : 

a).Informasi  tentang tujuan penumpang, sehingga yang 

bersangkutan dapat dihubungi, 

b).Riwayat perjalanan penumpang, guna meyakinkan apakah 

yang bersangkutan melakukan perjalanan ke atau dekat 

daerah terjangkit penyakit atau daerah terkontaminasi 

sebelum kedatangan, dan meneliti dokumen kesehatan 

penumpang bila disyaratkan dalam IHR; dan/atau, 



38 

 

c). Pemeriksaan kesehatan non-invasif yang tidak begitu 

mengganggu namun mencapai tujuan yang diinginkan, 

2) Pemeriksaan terhadap bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, 

barang, paket pos dan jenazah manusia. 

b. Berdasarkan bukti adanya risiko yang dapat mengganggu 

kesehatan masyarakat yang diperoleh melalui tindakan yang 

dimuat dalam paragraf 1 Pasal ini, atau melalui cara lain, negara 

anggota dapat menerapkan tindakan tambahan sesuai dengan 

IHR, khususnya, dalam kaitan dengan seorang penumpang 

tersangka atau terjangkit penyakit, kasus demi kasus, dilakukan 

nya pemeriksaan kesehatan dengan tingkat invasif dan 

gangguan minimal, guna mencegah penyebaran penyakit secara 

Internasional, 

c. Tanpa persetujuan penumpang atau orang tua atau walinya, 

tidak boleh dilakukan pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, 

profilaksis atau tindakan penyehatan sesuai dengan IHR, kecuali 

disyaratkan pada paragraf 2 Pasal 31, dan sejalan dengan 

undang-undang dan kewajiban internasional dari negara 

anggota tersebut, 

d. Para penumpang , orang tua atau walinya yang akan divaksinasi 

atau ditawari profilaksis sesuai dengan IHR, harus diberitahu 

lebih dahulu tentang risiko apabila divaksinasi atau tidak 

divaksinasi, risiko profilaksis atau tidak diprofilaksis, sejalan 

dengan undang-undang dan kewajiban internasional dari negara 

bersangkutan. Negara Anggota harus memberitahu para dokter 

yang praktek mengenai persyaratan ini sesuai dengan undang-

undang Negara tersebut, 

e. Setiap  pemeriksaan medik, prosedur medis, vaksinasi atau 

profilaksis lain yang mungkin menularkan penyakit hanya boleh 
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dilakukan atau diberikan kepada penumpang sesuai dengan 

petunjuk atau standard nasional atau internasional, guna 

meminimalkan hal yang tidak diinginkan tersebut. 

 

Bab II Ketentuan Khusus bagi alat angkut dan operator alat angkut. 

 

Pasal 24 Operator alat angkut. 

a. Negara anggota harus mengambil semua tindakan yang 

memungkinkan sesuai dengan IHR untuk memastikan bahwa 

operator alat angkut : 

1). Mematuhi tindakan yang direkomendasikan WHO dan telah 

disetujui oleh Negara yang bersangkutan, 

2). Memberitahu penumpang tentang tindakan yang direkomen 

dasikan WHO dan disetujui oleh negara anggota terhadap 

alat angkut; dan, 

3). Untuk seterusnya menjaga alat angkut yang menjadi 

tanggung jawabnya bebas dari sumber penyakit atau 

kontaminasi, termasuk vektor, dan reservoir. Tindakan akan 

diambil untuk meniadakan sumber penyakit atau 

kontaminasi bila ditemukan bukti adanya kedua hal 

tersebut, 

b. Ketentuan khusus yang berhubungan dengan alat angkut dan 

operator alat angkut pada Pasal ini terdapat dalam Lampiran- 4. 

Tindakan khusus yang dilakukan pada alat angkut dan operator 

alat angkut yang menyangkut penyakit yang ditularkan melalui 

vektor, terdapat pada Lampiran-5. 
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Pasal 25 Kapal dan pesawat yang sedang transit. 

Sesuai dengan Pasal 27 dan 43, tindakan penyehatan tidak boleh 

dilakukan oleh suatu negara anggota, kecuali disetujui dalam 

perjanjian Internasional, terhadap : 

a. Kapal laut yang tidak datang dari daerah terjangkit penyakit 

yang melewati wilayah perairan Negara tersebut dalam 

perjalanannya menuju pelabuhan di negara lain. Kapal tersebut 

harus diiizinkan mengambil bahan bakar, air, makanan dan 

kebutuhan lain, di bawah pengawasan otorita yang 

berkompeten, 

b. Kapal laut yang melintas diperairan yang menjadi bagian dari 

negara anggota tanpa melapor ke pelabuhan atau penjaga 

pantai; dan, 

c. Pesawat udara yang transit di suatu bandara di wilayahnya, 

kecuali meminta pesawat untuk berada di lokasi khusus bandara 

tanpa melakukan kegiatan bongkar muat. Namun demikian, 

pesawat tersebut harus diizinkan mengambil bahan bakar, air, 

makanan dan pasokan lainnya, di bawah pengawasan otorita 

yang berkompeten. 

 

Pasal 26 Lori, Kereta api dan bus yang transit. 

Berdasarkan Pasal 27 dan 43, kecuali dimungkinkan oleh suatu 

perjanjian internasional, tindakan tidak boleh dilakukan terhadap 

lori, kereta api atau bus yang tidak datang dari daerah terjangkit 

penyakit yang melewati suatu wilayah tanpa melakukan kegiatan 

bongkar muat. 

 

Pasal 27 Alat angkut yang terpapar factor risiko. 

a. Bila dijumpai tanda atau gejala klinis dan ada informasi tentang 

adanya suatu faktor risiko, sumber infeksi dan kontaminasi yang 
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ditemukan pada suatu alat angkut, maka otorita yang 

berkompeten harus menganggap alat angkut tersebut terpapar 

suatu faktor risiko dapat melakukan tindakan sebagai berikut : 

1). Desinfeksi dekontaminasi, hapus serangga, atau hapus tikus, 

atau meminta tindakan tersebut dilaksanakan pihak lain 

namun di bawah pengawasannya; dan, 

2). Menentukan bagi setiap tindakan tersebut metode yang 

menjamin tercapainya hasil seperti yang dikehendaki oleh 

IHR. Bila ada metode, bahan atau perlengkapan yang 

disarankan oleh WHO untuk melakukan tindakan ini maka 

hal tersebut hendaknya diterapkan kecuali kalau otorita 

yang berkompeten menetapkan metode lain yang tingkat 

keamanan dan keandalannya sama dengan yang disarankan 

WHO. Otorita yang berkompeten dapat melakukan tindakan 

tambahan bila dianggap perlu, termasuk mengisolasi alat 

angkut, untuk mencegah penyebaran penyakit. Tindakan 

tambahan ini harus dilaporkan kepada Focal-point IHR 

Nasional, 

b. Bila otorita yang berkompeten pada pintu masuk tidak mampu 

melakukan tindakan sebagaimana disyaratkan IHR, maka alat 

angkut yang terpapar tersebut harus diizinkan berangkat, 

dengan persyaratan berikut : 

1). Otorita yang berkompeten, sewaktu berangkat, harus 

menginformasikan kepada otorita berwenang pada pintu 

masuk berikutnya jenis informasi yang terdapat dalam 

subparagraf-b; dan, 

2). Untuk kapal laut, bukti yang ditemukan dan tindakan yang 

diperlukan harus dicatat didalam SPSK. Kapal laut ini harus 
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diizinkan mengambil bahan bakar, air, makanan dan pasokan 

lain di bawah pengawasan otorita yang berkompeten, 

c. Alat angkut yang sebelumnya dinyatakan terpapar, harus dipulih 

-kan statusnya, bila otorita yang berkompeten puas, bahwa : 

1). Tindakan yang terdapat dalam paragraf-1 Pasal ini telah 

dilakukan dengan benar dan, 

2). Tidak dijumpai lagi adanya hal yang dapat menimbulkan 

risiko kesehatan di kapal laut tersebut. 

 

Pasal 28 Kapal laut dan Pesawat udara pada saat berada di pintu masuk. 

a. Sesuai dengan pasal 43 atau mengacu pada perjanjian 

internasional yang ada, suatu kapal laut atau pesawat udara, 

tidak boleh dilarang untuk berlabuh di suatu pintu masuk 

dengan alasan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. 

Namun, bila pintu masuk ini tidak dilengkapi peralatan untuk 

melaksanakan tindakan yang dibutuhkan sesuai dengan IHR , 

maka kapal laut atau pesawat udara tersebut dapat 

diperintahkan untuk menuju pintu masuk dengan risiko sendiri, 

kecuali kalau kapal laut atau pesawat udara tersebut mengalami 

masalah tehnis, sehingga membuatnya tidak aman untuk 

melanjutkan perjalanan, 

b. Sesuai dengan Pasal 43 atau mengacu pada perjanjian 

Internasional yang ada, maka kapal laut atau pesawat udara, 

harus diberi free pratique. Selanjutnya tidak boleh dicegah 

untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, bongkar muat 

kargo , mengambil bahan bakar, air, makanan dan pasokan 

lainnya. Negara anggota dapat mempertimbangkan untuk tidak 

memberikan free paratique, apabila ternyata setelah melakukan 

pemeriksaan ditemukan sumber infeksi atau kontaminasi di atas 
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kapal, dilakukan hapus hama, dekontaminasi, hapus serangga 

atau hapus tikus, atau perlu dilakukannya tindakan lain guna 

mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi. 

c. Bila memungkinkan dan tidak bertentangan dengan paragraf 

sebelumnya, suatu negara anggota harus memberikan free 

pratique melalui radio atau melalui alat komunikasi lainnya 

kepada suatu kapal laut atau pesawat udara, bila, berdasarkan 

informasi yang diterima sebelum kedatangannya, Negara 

anggota berpendapat bahwa kedatangan kapal laut atau 

pesawat udara tersebut tidak akan menyebarkan penyakit. 

d. Nahkoda kapal laut atau pilot pesawat terbang atau agennya 

harus memberitahu pengawas pelabuhan atau bandara tujuan 

sedini mungkin sebelum kedatangan, tentang kemungkinan 

adanya penyakit yang mungkin menular atau adanya faktor 

risiko di atas kapal segera setelah mereka ketahui. Informasi ini 

harus segera disampaikan kepada otorita yang berkompeten di 

pelabuhan atau bandara tersebut. Dalam keadaan mendesak, 

informasi tersebut harus disampaikan langsung kepada otorita 

pelabuhan atau bandara yang relevan. 

e. Hal berikut harus dilakukan bila suatu pesawat udara atau kapal 

laut yang tersangka atau terpapar suatu penyakit, yang karena 

sesuatu hal di luar kendali pilot atau nahkoda, terpaksa 

mendarat atau berlabuh di tempat lain: 

1). Pilot atau nahkoda atau orang lain yang bertugas harus 

segera berupaya untuk memberitahu otorita berwenang 

yang terdekat. 

2). Segera setelah otorita yang berkompeten diberitahu tentang 

pendaratan, ia dapat melakukan tindakan yang direkomen 

dasikan WHO atau tindakan lain yang sesuai dengan IHR. 
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3). Apabila diperlukan untuk keperluan darurat atau untuk 

berkomunikasi dengan otorita yang berkompeten, para 

penumpang tidak diperbolehkan meninggalkan tempat 

pendaratan/berlabuh. Demikian pula halnya dengan kargo, 

kecuali diizinkan oleh otorita yang berkompeten; dan 

d). Bila semua tindakan yang disyaratkan oleh otorita yang 

berkompeten telah selesai, pesawat udara atau kapal laut 

dapat melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya. Apabila 

karena alasan teknis ia tidak dapat melakukannya, ia 

melanjutkan ke bandara atau pelabuhan yang dapat dicapai 

dengan mudah. 

f. Meski berbagai ketentuan telah ditetapkan pada Pasal ini, 

nahkoda atau pilot dapat mengambil tindakan darurat yang 

diperlukan bagi keamanan dan kesehatan para penumpang. Ia 

harus memberitahu otorita yang berkompeten secepat 

mungkin, setiap tindakan yang telah diambil sesuai dengan 

paragraf ini. 

 

Pasal 29 Lori, kereta api dan bus di pintu masuk. 

WHO, setelah berkonsultasi dengan negara anggota, harus 

mengembangkan pedoman bagi berbagai tindakan di bidang 

kesehatan terhadap lori, keretapi dan bus di pintu masuk dan 

tempat perlintasan darat. 

 

Bab III Ketentuan khusus bagi Penumpang 

 

Pasal 30 Penumpang yang sedang di observasi. 

Sesuai dengan Pasal 43 atau yang diperkenankan oleh perjanjian 

internasional terkait, seorang penumpang yang dicurigai menderita 

penyakit yang sewaktu datang sedang dalam status observasi, dapat 
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melanjutkan perjalanannya ke negara lain, bila ia diyakini tidak akan 

menyebarkan penyakit dan negara anggota memberitahu otorita 

yang berkompeten di pintu masuk negara tujuan, bila diketahui, 

tanggal kedatangan penumpang tersebut. Begitu tiba, penumpang 

tersebut harus melapor kepada otorita tersebut. 

 

Pasal 31 Tindakan yang berhubungan dengan masuknya penumpang. 

a. Pemeriksaan medik yang invasif, vaksinasi atau profilaksis 

lainnya, tidak boleh dijadikan syarat masuk bagi setiap 

penumpang ke wilayah suatu negara anggota, kecuali, sesuai 

dengan Pasal 32, 42 dan 45, IHR, tidak menghalangi negara 

anggota guna melakukan pemeriksaan medik, vaksinasi atau 

profilaksis lainnya atau menunjukkan bukti vaksinasi atau 

profilaksis lainnya, 

1). Bila diperlukan untuk menentukan ada tidaknya faktor risiko, 

2). Sebagai suatu persyaratan masuk bagi setiap penumpang 

yang akan tinggal sementara atau tetap, 

3).Sebagai suatu persyaratan masuk bagi setiap penumpang 

sesuai dengan Pasal 43 atau Lampiran- 6 dan 7; atau. 

4). Dilaksanakan sesuai dengan Pasal 23. 

b. Bila suatu suatu Negara mensyaratkan pemeriksaan medik, 

vaksinasi atau profilaksis lain sesuai dengan paragraf-1 Pasal ini 

kepada seorang penumpang yang tidak menyetujui suatu 

tindakan atau menolak memberikan informasi atau dokumen 

sebagaimana dimaksud pada paragraf 1 (a) Pasal 23, maka 

negara tersebut , sesuai dengan Pasal 32, 42 dan 45 dapat 

menolak masuknya penumpang tersebut. Bila ada bukti akan 

adanya faktor risiko yang dapat mengancam kesehatan 

masyarakat, negara tersebut dapat, sesuai dengan undang-
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undang Negaranya dan ketentuan yang diperlukan untuk 

mengendalikan risiko tersebut, memaksa penumpang tersebut 

menjalani atau menyarankan penumpang tersebut, sesuai 

dengan paragraf-3 Pasal-23, untuk menjalani : 

1). Pemeriksaan Medik yang paling tidak invasif dan meng 

ganggu, yang dapat mencapai tujuan yang dikehendaki; 

atau, 

2). Vaksinasi  atau profilaksis lain, atau, 

3). Tindakan tambahan tertentu,yang dapat mencegah atau 

mengendalikan penyebaran penyakit, termasuk isolasi, 

karantina, atau dalam status observasi. 

 

Pasal 32 Perlakuan terhadap penumpang. 

Dalam pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan IHR, negara 

anggota harus menghormati martabat, hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar dan meminimalkan setiap tindakan yang tidak 

nyaman atau menyusahkan, yang terkait dengan tindakan tersebut, 

termasuk : 

a. Memperlakukan semua penumpang dengan sopan dan rasa 

hormat, 

b. Mempertimbangkan aspek jender, sosial budaya, etnis atau 

agama penumpang; dan, 

c. Menyediakan atau membantu menyediakan makanan dan air 

yang mencukupi, akomodasi dan pakaian yang memadai, 

perlindungan terhadap bagasi dan barang lain miliknya, 

pengobatan medis yang tepat, alat komunikasi yang diperlukan, 

bila mungkin dalam bahasa mereka, dan bantuan lain yang 

dibutuhkan bagi penumpang yang dikarantina, diisolasi atau 
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yang harus menjalani pemeriksaan kesehatan atau prosedur lain 

untuk kepentingan kesehatan masyarakat. 

 

Bab IV ketentuan khusus bagi  barang,  petikemas  dan  wilayah  untuk 

memuat petikemas. 

 

Pasal 33 Barang dalam transit. 

Sesuai dengan Pasal 43 atau bila diperbolehkan oleh perjanjian 

internasional yang berlaku, barang, selain hewan hidup, sewaktu 

transit tanpa pergantian kapal, tidak boleh dilakukan tindakan yang 

diatur dalam IHR, atau ditahan untuk kepentingan kesehatan 

masyarakat. 

 

Pasal 34 Petikemas dan wilayah untuk memuat petikemas. 

a. Negara anggota harus menjamin, sejauh mungkin, agar para 

pengirim petikemas menggunakan peti kemas yang bebas dari 

sumber infeksi atau kontaminasi, termasuk vektor dan reservoir, 

khususnya selama proses pengemasan, 

b. Negara anggota harus menjamin, sejauh mungkin, agar wilayah 

untuk memuat petikemas dijaga bebas dari sumber infeksi atau 

kontaminasi, termasuk vektor dan reservoir, 

c. Bila, menurut pendapat negara anggota, volume petikemas 

dalam lalu-lintas internasional cukup besar, maka otorita yang 

berkompeten harus mengambil seluruh tindakan sesuai dengan 

IHR ini, termasuk melakukan pemeriksaan, menilai kondisi 

sanitasi dari wilayah tempat memuat petikemas dan petikemas 

nya, guna memastikan bahwa kewajiban yang termuat dalam 

IHR dilaksanakan. 

d. Fasilitas bagi pemeriksaan dan isolasi petikemas harus, sejauh 

mungkin, tersedia di wilayah tempat memuat petikemas, 
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e. Penerima dan pengirim petikemas harus melakukan segala 

upaya untuk mencegah kontaminasi silang akibat digunakannya 

alat muat petikemas yang multi guna. 

 

G. Bagian VI   Dokumen Kesehatan. 

 

Pasal 35 Ketentuan Umum 

Tidak ada dokumen kesehatan, selain yang ditentukan dalam IHR 

atau yang direkomendasikan WHO, yang diperlukan dalam lalu-

lintas internasional, kecuali bagi mereka yang akan menetap 

sementara atau seterusnya. Ketentuan serupa berlaku pula bagi 

barang atau kargo yang diperdagangkan sesuai dengan perjanjian 

internasional yang telah berlaku.  

Otorita yang berkompeten dapat meminta penumpang untuk 

mengisi formulir di mana yang bersangkutan dapat dihubungi dan 

kwesioner tentang kesehatannya, selama mereka memenuhi 

persyaratan Pasal-23. 

 

Pasal 36 Sertifikat vaksinasi atau profilaksis lainnya. 

a. Sertifikat vaksinasi dan profilaksis lainnya yang diberikan kepada 

penumpang sesuai dengan IHR atau rekomendasi dan sertifikat 

yang terkait dengan hal tersebut, harus sesuai dengan 

ketentuan didalam Lampiran- 6 dan bila diperlukan, dengan 

Lampiran-7 yang diperuntukkan bagi penyakit khusus, 

b. Seorang penumpang yang memiliki sertifikat vaksinasi atau 

profilaksis lainnya yang dikeluarkan sesuai dengan Lampiran-6 

atau Lampiran- 7, tidak boleh ditolak masuk, sebagai 

konsekwensi dari penyakit yang dinyatakan dalam sertifikat 

tersebut, meskipun datang dari daerah terjangkit penyakit, 

kecuali kalau otorita yang berkompeten telah menemukan 
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indikasi dan/atau bukti bahwa vaksinasi atau profilaksis lainnya 

yang telah diperoleh oleh yang bersangkutan tidak efektif. 

 

Pasal 37 Maritim Declaration of Health (MDH). 

a. Nahkoda kapal sebelum berlabuh pada pelabuhan pertama 

dalam wilayah suatu negara harus memastikan status kesehatan 

kapal dan kecuali bila negara anggota tidak mensyaratkannya, 

nakhoda begitu datang atau sebelum kapal datang bila kapal 

dilengkapi peralatan untuk keperluan ini dan Negara yang 

bersangkutan mensyaratkan hal ini, MDH diisi dengan lengkap 

dan ditandatangani oleh dokter kapal, bila ada untuk diberikan 

kepada otorita yang berkompeten, 

b. Nahkoda atau dokter kapal, bila ada, harus memberikan setiap 

informasi yang diperlukan menyangkut kondisi kesehatan kapal 

selama perjalanan yang diminta oleh otorita yang berkompeten, 

c. MDH harus mengikuti contoh yang terdapat pada Lampiran- 8. 

d. Negara Anggota dapat memutuskan : 

1). Tidak diperlukannya MDH bagi semua kapal yang datang; 

atau, 

2). Mensyaratkan penyerahan MDH berdasarkan suatu rekomen 

dasi terhadap kapal yang datang dari daerah terjangkit 

penyakit atau dari kemungkinan kapal membawa penyakit 

atau terkontaminasi. Negara anggota harus menginformasi 

kan persyaratan ini kepada operator kapal atau agennya. 

 

Pasal 38 Bagian Kesehatan dari General Declaration Pesawat Udara. 

a. Pilot atau perusahaan yang mempekerjakannya, selama 

penerbangan atau sewaktu mendarat di bandara pertama di 

wilayah suatu negara anggota, harus, sedapat mungkin, kecuali 

bila negara anggota tersebut tidak memerlukannya, untuk 
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mengisi secara lengkap dan menyerahkan bagian kesehatan 

Gendec kepada otorita yang berkompeten di bandara tersebut, 

sesuai dengan contoh yang terdapat dalam Lampiran-9, 

b. Pilot atau perusahaan yang mempekerjakannya harus memberi 

kan setiap informasi yang diperlukan oleh negara anggota 

mengenai kondisi kesehatan di pesawat selama perjalanan dan 

setiap tindakan yang dilakukan pada pesawat, 

c. Suatu negara anggota dapat memutuskan : 

1). Tidak mengharuskan penyerahan Gendec yang menyangkut 

kesehatan terhadap semua pesawat yang datang, atau, 

2). Mensyaratkan penyerahan bagian kesehatan dari Gendec 

berdasarkan rekomendasi bagi pesawat yang datang dari 

daerah terjangkit penyakit atau mensyaratkannya bagi 

pesawat yang mungkin membawa penyakit atau 

kontaminasi. Negara Anggota harus menginformasikan 

persyaratan ini kepada operator pesawat atau agennya. 

 

Pasal 39 Sertifikat sanitasi Kapal. 

a. Sertifikat Bebas Pengawasan Sanitasi Kapal SSCEC dan Sertifikat 

Pengawasan Sanitasi Kapal SSCC berlaku paling lama enam 

bulan. Jangka waktu ini bisa diperpanjang selama satu bulan bila 

pemeriksaan atau tindakan yang diperlukan tidak dapat 

dilakukan pada pelabuhan tersebut, 

b. Tanpa memiliki SSCEC atau SSCC yang masih berlaku tidak 

berhasil atau ditemukan faktor risiko di atas kapal, negara 

anggota dapat melakukan tindakan sesuai dengan paragraf-1 

Pasal-27, 

c. Sertifikat sebagaimana tertera di dalam Pasal ini harus sesuai 

dengan contoh pada Lampiran- 3, 
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d. Bila memungkinkan, tindakan harus dilakukan sewaktu kapal 

dan palkanya kosong. Dalam hal kapal berada dalam keadaan 

stabil, tindakan ini bisa dilaksanakan sebelum kargo dan barang 

dimuat, 

e. Bila diperlukan tindakan dan telah dilaksanakan dengan 

memuaskan, otorita yang berkompeten harus mengeluarkan 

SSCC, berisi bukti yang ditemukan dan tindakan yang diambil, 

f. Otorita yang berkompeten dapat mengeluarkan SSCEC di setiap 

pelabuhan sesuai dengan Pasal 20, bila telah terbukti bahwa 

kapal tersebut bebas dari penyakit dan kontaminasi, termasuk 

vektor dan reservoir. Sertifikat tersebut biasanya dikeluarkan 

apabila pemeriksaan dilakukan pada saat kapal dalam keadaan 

kosong atau pada saat ia bermuatan pemberat atau bahan 

lainnya, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara 

menyeluruh, 

g. Apabila menurut otorita yang berkompeten tidak memungkin 

kan untuk mengambil tindakan dengan hasil yang memuaskan, 

maka hal tersebut harus dicatat pada SSCC nya. 

 

H. Bagian VII  Biaya yang dikenakan 

 

Pasal 40 Biaya tindakan terhadap penumpang. 

a. Kecuali bagi penumpang yang akan tinggal sementara atau 

tetap, dan sesuai dengan paragraf -2 Pasal ini, tidak boleh ada 

biaya yang dipungut oleh Negara anggota sesuai dengan IHR, 

bagi tindakan kesehatan masyarakat berikut ini : 

1). Pemeriksaan medik yang diberikan sesuai dengan IHR atau 

setiap pemeriksaan tambahan yang disyaratkan oleh Negara 

anggota untuk memastikan status kesehatan penumpang 

yang diperiksa tersebut, 
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2). Vaksinasi atau profilaksis lainnya yang diberikan kepada 

seorang penumpang saat kedatangan yang tidak menjadi 

persyaratan secara tertulis atau persyaratan tertulis yang 

diterbitkan kurang dari 10 hari sebelum vaksinasi atau 

profilaksis lainnya dilaksanakan, 

3). Isolasi dan karantina yang memadai yang harus dijalani 

penumpang, 

4). Sertifikat yang dikeluarkan kepada penumpang, yang me 

muat tanggal tindakan yang telah dilakukan; atau, 

5). Tindakan yang dilakukan pada bagasi yang dibawa 

penumpang. 

b. Negara Anggota dapat memungut biaya untuk tindakan selain 

yang tercantum dalam paragraf-1 Pasal ini, termasuk hal yang 

utamanya menguntungkan bagi penumpang, 

c. Apabila tindakan kepada penumpang sesuai dengan IHR 

dikenakan biaya, di masing-masing Negara Anggota harus 

berlaku satu tarif dan setiap biaya yang dikenakan harus : 

1). Sesuai dengan tarif ini, 

2). Tidak melebihi biaya dari layanan yang diberikan, dan 

3). Dikenakan tanpa membedakan kewarganegaraan, atau 

tempat tinggal dari penumpang tersebut, 

d. Tarif dan setiap perubahannya, harus diterbitkan sekurang-

kurangnya 10 hari sebelum pemberlakuannya, 

e. IHR tidak menghalangi Negara Anggota untuk meminta 

pembayaran atas pengeluaran bagi tindakan dalam paragraf-1 

Pasal ini : 

1). Dari operator atau pemilik alat angkut bagi karyawannya 

yang bepergian; atau, 

2). Dari asuransi penumpang. 
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f. Tidak dibenarkan sama sekali adanya larangan berangkat bagi 

penumpang atau operator alat angkut dari wilayah negara 

anggota yang menunggak pembayaran biaya sebagaimana 

tercantum pada paragraf-1 atau 2 Pasal in dibenarkan sama 

sekali adanya larangan berangkat bagi penumpang atau 

operator alat angkut dari wilayah negara anggota yang 

menunggak pembayaran biaya sebagaimana tercantum pada 

paragraf-1 atau 2 Pasal ini. 

 

Pasal 41 Biaya untuk bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang atau paket 

pos. 

a. Apabila dipungut biaya untuk melakukan tindakan terhadap 

bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang atau paket pos 

sesuai dengan IHR, setiap Negara Anggota diharuskan hanya 

memiliki satu tarif untuk biaya tersebut dan setiap biaya harus : 

1). Sesuai dengan tarif yang berlaku, 

2). Biaya tidak melebihi biaya yang dibutuhkan bagi layanan 

tersebut; dan, 

3). Dikenakan tanpa membedakan kewarganegaraan, bendera, 

kepemilikan bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang 

atau paket pos. Khususnya, tidak ada perbedaan tarif bagi 

bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang atau paket pos 

milik nasional dan asing. 

b. Tarif dan setiap perubahannya, harus diberitahukan sekurang-

kurangnya sepuluh hari sebelum diberlakukan. 
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I. Bagian VIII Ketentuan Umum. 

 

Pasal 42 Pelaksanaan tindakan. 

Tindakan yang diambil sesuai dengan IHR harus dimulai dan 

diselesaikan sesegera mungkin dan dilakukan secara transparan 

tanpa diskriminasi. 

Pasal 43 tindakan tambahan. 

a. IHR  tidak boleh menghalangi Negara anggota untuk melaksana 

kan tindakan, sesuai dengan undang-undang dan kewajiban 

Internasionalnya, sebagai respons terhadap PHEIC, yang : 

1). Menghasilkan tingkat perlindungan kesehatan yang sama 

atau lebih besar dibanding rekomendasi WHO; atau, 

2). Tidak dilarang alam Pasal 25, Pasal 26, paragraf 1 dan 2 Pasal 

28, Pasal 30, paragraf 1 (c) Pasal 31 dan Pasal 33, dan 

tindakan tersebut sesuai dengan IHR. Tindakan tersebut 

tidak boleh membatasi lalu-lintas internasional dan tidak 

lebih invasif atau mengganggu orang ketimbang alternatif 

lain yang menghasilkan tingkat perlindungan kesehatan yang 

memadai, 

b. Dalam memutuskan apakah akan melaksanakan tindakan sesuai 

dengan paragraf-1 Pasal ini atau tindakan penyehatan tambahan 

pada paragraf-2 Pasal 23, paragraf-1 Pasal 27, paragraf-2 Pasal-

28 dan paragraf 2(c) Pasal-31, Negara Anggota harus mendasar 

kan keputusannya atas: 

1). Kaidah Ilmiah, 

2). Bukti  ilmiah pengaruh  suatu risiko  terhadap  kesehatan 

masyarakat, atau bila bukti tersebut tidak mencukupi, 

berdasarkan informasi yang tersedia termasuk dari WHO 

dan organisasi antar pemerintah dan lembaga internasional 

lainnya; dan 
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3). Setiap petunjuk khusus atau anjuran dari WHO. 

c. Suatu negara yang melaksanakan tindakan tambahan sesuai 

dengan paragraf 1 Pasal ini, yang secara bermakna menghambat 

lalu-lintas internasional, harus memberitahu WHO alasan yang 

rasional dan dasar ilmiahnya. WHO harus menyebarkan 

informasi ini kepada Negara anggota lainnya mengenai tindakan 

yang dilakukan oleh negara tersebut. Yang termasuk hambatan 

bermakna pada umumnya adalah penolakan masuk atau 

berangkat penumpang internasional, bagasi, kargo, petikemas, 

alat angkut, barang, dan sejenisnya, atau penangguhannya 

selama lebih dari 24 jam. 

d. Setelah menilai informasi yang diberikan sesuai dengan paragraf 

3 dan 5 Pasal ini dan informasi terkait lainnya, WHO dapat 

meminta Negara anggota untuk mempertimbangkan kembali 

penerapan tindakan tersebut, 

e. Suatu negara anggota yang melaksanakan tindakan tambahan 

sesuai dengan paragraf 1 dan 2 Pasal ini yang secara bermakna 

menghambat lalu-lintas internasional, harus memberitahukan 

kepada WHO dalam waktu 48 jam setelah pelaksanaan tindakan 

tersebut dan alasannya, kecuali kalau hal ini telah dinyatakan 

dalam rekomendasi tetap atau rekomendasi sementara, 

f. Suatu negara anggota yang melaksanakan tindakan sesuai 

dengan dengan paragraf 1 atau 2 Pasal ini, dalam waktu tiga 

bulan harus meninjau tindakan tgersebut dengan memper 

timbangkan anjuran WHO dan kriteria pada paragraf 2 Pasal ini, 

g. Tanpa prasangka akan haknya dalam Pasal 56, setiap Negara 

anggota yang terkena dampak dari tindakan yang diambil sesuai 

dengan paragraf 1 atau 2 Pasal ini, dapat meminta Negara 

anggota yang melaksanakan tindakan tersebut untuk 
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berkonsultasi dengannya. Tujuan konsultasi adalah untuk 

mengklarifikasi dasar ilmiah dan alasan kesehatan masyarakat 

yang melatar belakangi tindakan tersebut serta untuk 

menemukan jalan keluar yang bisa diterima bersama, 

h. Ketentuan pada Pasal ini berlaku dalam pelaksanaan tindakan 

kepada para penumpang yang bepergian dalam kelompok yang 

besar. 

 

Pasal 44 Kerjasama dan bantuan. 

a. Negara anggota sejauh mungkin harus bekerjasama dalam : 

1). Penemuan penilaian dan respons terhadap berbagai kejadian 

/KLB sebagaimana diatur di dalam IHR. 

2). Penyediaan atau fasilitasi bagi kerjasama teknis dan 

dukungan logistik, khususnya terhadap pengembangan, 

penguatan dan pemeliharaan kapasitas di bidang kesehatan 

masyarakat yang dibutuhkan sesuai dengan IHR, 

3). Mobilisasi dana untuk kelancaran pelaksanaan kewajibannya 

sesuai dengan IHR ; dan, 

4). Penyusunan undang-undang yang diusulkan dan peraturan 

pelaksanaannya guna penerapan IHR, 

 

b. WHO atas permintaan Negara anggota, harus bekerjasama 

sejauh mungkin dalam : 

1). Evaluasi dan asesmen kapasitas di bidang kesehatan 

masyarakat untuk memfasilitasi pelaksanaan IHR secara 

efektif, 

2). Penyediaan atau fasilitasi kerjasama teknis dan dukungan 

logsitik kepada negara anggota; dan, 
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3). Mobilisasi dana untuk mendukung negara berkembang 

dalam membangun, memperkuat dan memelihara kapasitas 

sesuai dengan Lampiran- 1. 

c. Kerjasama yang menyangkut Pasal ini dapat dilaksanakan 

melalui berbagai cara seperti secara bilateral, jejaring regional 

dan kantor regional WHO, serta melalui organisasi antar 

pemerintah dan lembaga internasional 

 

Pasal 45 Perlakuan terhadap data pribadi 

a. Informasi kesehatan yang dikumpulkan atau diterima oleh 

negara anggota sesuai dengan IHR, yang berasal dari Negara lain 

atau dari WHO, yang berkaitan dengan identitas seseorang, 

harus dijaga kerahasiaannya dan diproses tanpa nama seperti 

yang ditentukan oleh undang-undang Negara tersebut, 

b. Meski ada ketentuan yang harus merahasiakan data pribadi 

dalam paragraf 1, Negara yang bersangkutan dapat mengumum 

kan dan memproses data sesorang guna menilai dan mengelola 

risiko terhadap kesehatan masyarakat. Namun demikian negara 

anggota, sesuai dengan undang-undangnya dan WHO harus 

memastikan bahwa data pribadi tersebut : 

1). Diproses secara adil dan menurut hukum, dan tidak diproses 

lebih lanjut bila tidak sesuai dengan maksud semula, 

2). Mencukupi , relevan dan tidak berlebihan, 

3). Akurat dan di mana perlu, dimutakhirkan; setiap langkah 

harus diambil untuk memastikan bahwa data yang tidak 

akurat atau tidak lengkap dihapus atau diperbaiki; dan 

4). Disimpan tidak lebih lama dari yang diperlukan. 

c. Atas permintaan, WHO sejauh memungkinkan, secepatnya 

memberikan kepada seseorang data pribadinya sesuai dengan 
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Pasal ini dalam format yang dapat dimengerti tanpa membebani 

biaya yang tidak-tidak dan bila perlu dapat diperbaiki. 

 

Pasal 46 Pengangkutan dan penanganan bahan biologis, reagen dan bahan 

untuk keperluan diagnostik 

 

Negara Anggota harus, berdasarkan undang-undang yang berlaku di 

negaranya dan mempertimbangkan pedoman internasional terkait, 

memfasilitasi pengangkutan, masuk, keluar, pemeriksaan dan 

pembuangan bahan biologis dan spesimen untuk diagnosis, reagen 

serta bahan diagnostik lainnya untuk keperluan verifikasi dan 

respons di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan 

IHR. 

 

J. Bagian IX Daftar Nama para Ahli IHR, Komite Kedaruratan dan Komite 

Penelaah. 

 

Bab I   Daftar Nama para ahli IHR  

 

Pasal 47 Komposisi.  

 

Direktur Jenderal harus membuat daftar nama ahli di berbagai 

bidang keahlian yang terkait dengan IHR (selanjutnya disebut 

dengan “Expert-Roster IHR”). Direktur Jenderal harus menunjuk 

para anggota dari Expert-Roster IHR sesuai dengan peraturan yang 

telah digunakan WHO dalam penunjukkan anggota Experts Advisory 

Panels and Committee (selanjutnya disebut WHO Advisory Panel 

Regulations), kecuali ditentukan lain dalam IHR. Direktur Jenderal 

harus menunjuk satu anggota atas permintaan setiap negara 

anggota dan, bila diperlukan, para ahli yang diajukan oleh organisasi 

antar pemerintah dan organisasi ekonomi regional yang terkait.  
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Negara yang berkepentingan harus memberitahu Direktur Jenderal 

kualifikasi dan bidang keahlian dari masing-masing ahli yang mereka 

ajukan. Direktur Jenderal harus secara periodik memberitahu semua 

Negara Anggota, dan lembaga antar pemerintah serta organisasi 

ekonomi regional yang terkait, komposisi dari para ahli IHR. 

 

Bab II  Komite Kedaruratan 

 

Pasal 48 Kerangka Acuan dan komposisi. 

a. Direktur Jenderal harus membentuk Komite Kedaruratan yang 

atas permintaan Direktur Jenderal harus memberikan 

pandangannya mengenai : 

1). Apakah suatu kejadian/KLB merupakan PHEIC atau bukan, 

2). Pencabutan suatu PHEIC; dan, 

3). Usul penerbitan, modifikasi, perluasan atau pencabutan 

rekomendasi sementara. 

b. Komite Kedaruratan harus terdiri dari ahli yang sudah diseleksi 

oleh Direktur Jenderal dari Daftar Ahli IHR, dan bila perlu, dari 

panel ahli WHO lainnya. Direktur Jenderal harus menetapkan 

jangka waktu keanggotaan Komite Kedaruratan untuk 

kelanjutan pemberi pertimbangan dari setiap kejadian/KLB 

khusus dan konsekuensinya. Direktur Jenderal harus memilih 

para anggota komite berdasarkan keahlian dan pengalaman 

yang diperlukan untuk setiap masalah dan dengan 

mempertimbangkan keseimbangan geografis. Sekurang-kurang 

nya satu anggota Komite Kedaruratan harus berasal dari negara 

di mana kejadian/KLB tersebut muncul. 

c. Direktur Jenderal dapat, atas inisiatifnya sendiri atau atas 

permintaan komite kedaruratan, menunjuk satu atau lebih 

pakar untuk membantu komite. 
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Pasal 49 Prosedur. 

a. Direktur Jenderal harus melaksanakan pertemuan Komite 

Kedaruratan dengan memilih sejumlah ahli sebagaimana 

disyaratkan pada paragraf 2 Pasal 48, sesuai dengan bidang 

keahlian dan pengalaman yang dimilikinya yang berkaitan 

dengan suatu kejadian/KLB yang dihadapi. Pertemuan Komite 

Kedaruratan dapat berupa telekonferensi, videokonferensi atau 

komunikasi elektronik, 

b. Direktur Jenderal harus memberikan kepada Komite 

Kedaruratan agenda dan informasi yang terkait dengan 

kejadian/KLB yang akan dibahas, termasuk informasi yang 

diberikan oleh Negara Anggota, dan rekomendasi sementara 

yang diusulkan Direktur Jenderal untuk diterbitkan, 

c. Komite Kedaruratan harus memilih seorang ketua dan membuat 

laporan singkat sehabis pertemuan. Laporan mencakup jalannya 

pertemuan pertimbangannya, termasuk rekomendasi yang 

dianjurkan, 

d. Direktur Jenderal harus mengundang Negara Anggota di mana 

suatu kejadian/KLB berasal, untuk memberikan pandangannya 

kepada Komite Kedaruratan. Untuk itu, Direktur Jenderal harus 

memberitahu tanggal dan agenda pertemuan dengan Komite 

Kedaruratan seawal mungkin. Perlu ditekankan bahwa Negara 

Anggota tersebut tidak diperkenankan untuk menunda 

pertemuan Komite Kedaruratan di mana negara yang 

bersangkutan akan memberikan pandangannya. 

e. Komite Kedaruratan harus menyampaikan pandangannya 

kepada Direktur Jenderal untuk bahan pertimbangan. 

Keputusan akhir ada pada Direktur Jenderal. 
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f. Direktur Jenderal harus berkomunikasi dengan Negara Anggota 

mengenai penetapan dan pencabutan PHEIC tersebut, tindakan 

yang diambil oleh negara anggota tersebut, rekomendasi 

sementara, dan perubahan, perluasan dan pencabutan dari 

rekomendasi tersebut, bersama pandangan dari Komite 

Kedaruratan. Direktur Jenderal harus memberitahu operator 

alat angkut melalui negara anggota dan badan Internasional 

terkait mengenai rekomendasi sementara, termasuk perubahan, 

perluasan atau pencabutannya. Direktur Jenderal selanjutnya 

menyebarluaskan informasi dan rekomendasi tersebut kepada 

masyarakat umum, 

g. Negara Anggota yang di wilayahnya muncul PHEIC dapat 

mengusulkan kepada Direktur Jenderal pencabutan PHEIC dan/ 

atau rekomendasi sementara, dan dapat membuat suatu 

presentasi tentang alasan dari permintaannya di depan Komite 

Kedaruratan. 

 

Bab III Komite Penelaah 

 

Pasal 50 Kerangka Acuan dan komposisi 

a. Direktur Jenderal harus membentuk Komite Penelaah, yang 

berfungsi sebagai berikut : 

1). Membuat rekomendasi  teknis  kepada Direktur Jenderal 

mengenai perubahan IHR, 

2). Memberikan anjuran teknis kepada Direktur Jenderal dengan 

memperhatikan rekomendasi tetap dan setiap perubahan 

atau pencabutannya, 

3). Memberikan anjuran  teknis  kepada  Direktur  Jenderal 

mengenai berbagai hal yang dimintakan oleh Direktur 

Jenderal mengenai memfungsikan IHR ini, 
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b. Komite penelaah adalah suatu Komite Ahli di mana semua 

peraturan Panel Penasihat WHO berlaku baginya, kecuali 

ditentukan lain dalam Pasal ini, 

c. Para anggota Komite Penelaah harus diseleksi dan diangkat oleh 

Direktur Jenderal dari daftar Para ahli IHR, dan bila diperlukan, 

dari panel penasehat ahli WHO lainnya, 

d. Direktur Jenderal harus menentukan jumlah negara anggota 

yang akan diundang ke pertemuan Komite Penelaah dan 

menetapkan tanggal serta lamanya pertemuan Komite, 

e. Direktur Jenderal mengangkat para anggota Komite Penelaah 

hanya untuk satu masa persidangan, 

f. Direktur Jenderal harus memilih para anggota Komite Penelaah 

berdasarkan prinsip keseimbangan geografis, jender, negara 

maju dan negara berkembang serta keanekaragaman pendapat 

ilmiah, pendekatan dan pengalaman praktis di berbagai belahan 

dunia dan keseimbangan antar ilmu yang memadai. 

 

Pasal 51 Aturan Persidangan. 

a. Keputusan Komite Penelaah harus diambil berdasarkan 

mayoritas para anggota yang hadir dan melalui pemungutan 

suara, 

b. Direktur Jenderal harus mengundang para Negara Anggota 

WHO, badan PBB dan lembaga yang berstatus khusus (disebut 

“specialized agencies”), dan organisasi antar pemerintah lain 

yang terkait atau organisasi non pemerintah yang mempunyai 

hubungan resmi dengan WHO untuk menunjuk wakilnya guna 

menghadiri sidang Komite. Wakil tersebut dapat menyampaikan 

memoranda dan atas izin Ketua sidang, membuat pernyataan 
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tentang topik yang dibahas. Mereka tidak mempunyai hak 

dalam pemungutan suara. 

 

Pasal 52 Pelaporan 

a. Untuk setiap sidang, Komite Penelaah harus membuat laporan 

mengenai pandangan dan anjuran Komite. Laporan ini harus 

disetujui oleh Komite Penelaah sebelum sidang berakhir. 

Pandangan dan pertimbangannya tidak harus mengikat 

Organisasi dan harus dirumuskan sebagai anjuran kepada 

Direktur Jenderal. Isi laporan tidak boleh diubah tanpa 

persetujuan Komite, 

b. Bila Komite Penelaah tidak satu suara dalam temuannya, setiap 

anggota berhak untuk menyatakan pandangan yang berbeda 

sebagai laporan perorangan atau kelompok, yang harus 

mengutarakan alasan mengapa beragam pendapat diperkenan 

kan, dan harus menjadi bagian dari laporan Komite, 

c. Laporan Komite Penelaah harus disampaikan kepada Direktur 

Jenderal, yang selanjutnya harus menyampaikan pandangan dan 

anjurannya kepada Majelis Umum Kesehatan Sedunia/WHA 

atau Dewan Eksekutif untuk dipertimbangkan dan ditindak 

lanjuti. 

 

Pasal 53 Prosedur untuk Rekomenadsi Tetap 

 

Bila Direktur Jenderal mempertimbangkan bahwa suatu rekomen 

dasi tetap diperlukan dan cocok bagi suatu risiko di bidang 

kesehatan masyarakat, Direktur Jenderal harus meminta pandangan 

Komite Penelaah. Selain paragraf terkait pada Pasal 50 sampai 52, 

berlaku ketentuan berikut : 
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a. Usulan bagi rekomendasi tetap, perubahan atau pencabutannya 

dapat diajukan kepada Komite Penelaah oleh Direktur Jenderal 

atau oleh Negara Anggota melalui Direktur Jenderal, 

b. Setiap Negara dapat mennyampaikan informasi yang berkaitan 

sebagai bahan pertimbangan bagi Komite Penelaah, 

c. Direktur Jenderal dapat meminta setiap Negara Anggota, 

instansi antar pemerintah atau organisasi non pemerintah yang 

mempunyai hubungan resmi dengan WHO, untuk menyampai 

kan pada Komite Penelaah, informasi yang dimiliki untuk usulan 

rekomendasi tetap, yang telah disetujui oleh Komite Penelaah, 

d. Direktur Jenderal dapat, atas permintaan Komite Penelaah atau 

atas inisiatifnya sendiri, menunjuk satu atau lebih pakar untuk 

membantu Komite Penelaah. Pakar tidak mempunyai hak dalam 

pemungutan suara, 

e. Setiap laporan yang berisikan pandangan dan anjuran dari 

Komite Penelaah yang menyangkut rekomendasi tetap harus 

disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan 

pertimbangan dan keputusan. Direktur Jenderal harus 

menyampaikan pandangan dan anjuran dari Komite Penelaah 

kepada Majelis Kesehatan, 

f. Direktur Jenderal harus memberitahu semua negara anggota 

setiap rekomendasi tetap, dan perubahan atau pencabutan 

rekomendasi tersebut, bersama pandangan Komite Penelaah, 

g. Rekomendasi tetap harus diajukan oleh Direktur Jenderal ke 

sidang Majelis Kesehatan berikutnya sebagai bahan 

pertimbangan. 
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K. Bagian X Ketentuan Akhir 

 

Pasal 54 Pelaporan dan Peninjauan kembali. 

a. Negara anggota dan Direktur Jenderal harus melaporkan kepada 

Majelis Kesehatan mengenai pelaksanaan IHR ini sebagaimana 

yang telah diputuskan oleh Majelis Kesehatan, 

b. Majelis Kesehatan secara periodik harus meninjau pelaksanaan 

IHR. Untuk ini Majelis Kesehatan dapat meminta anjuran dari 

Komite Penelaah, melalui Direktur Jenderal. Tinjauan pertama 

harus dilakukan tidak lebih dari lima tahun setelah diberlakukan 

nya IHR, 

c. WHO secara periodik harus mengkaji dan mengevaluasi 

kegunaan Lampiran- 2. Kajian pertama harus dimulai tidak lebih 

dari satu tahun setelah berlakunya IHR. Hasil kajian harus 

disampaikan kepada Majelis Kesehatan untuk bahan 

pertimbangan, seperlunnya. 

 

Pasal 55 Perubahan. 

a. Perubahan pada IHR dapat diusulkan oleh setiap Negara 

anggota atau oleh Direktur Jenderal. Usulan perubahan tersebut 

harus diserahkan kepada Majelis Kesehatan untuk dipertimbang 

kan, 

b. Teks dari setiap usulan perubahan harus dikirimkan kepada 

seluruh negara anggota oleh Direktur Jenderal sekurang-

kurangnya empat bulan sebelum diajukan ke Majelis Kesehatan 

yang selanjutnya akan memberikan pertimbangan, 

c. Perubahan pada IHR yang telah disyahkan oleh Majelis 

Kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan pada pasal ini harus 

berlaku tanpa kecuali bagi seluruh negara, dengan hak dan 
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kewajiban yang sama, sesuai dengan Pasal 22 konstitusi WHO 

dan Pasal 59 sampai 64 IHR. 

 

Pasal 56 Penyelesaian Perselisihan. 

a. Apabila terjadi perselisihan diantara dua atau lebih negara 

anggota dalam penafsiran atau penerapan IHR, negara-negara 

anggota tersebut pertama-tama harus mencari cara untuk 

menyelesaikan perselisihan tersebut melalui perundingan atau 

cara damai lain yang mereka pilih sendiri, termasuk mediasi. 

Kegagalan untuk mencapai kesepakatan tidak akan membebas 

kan mereka dari tanggung jawab untuk terus mencari 

penyelesaiannya, 

b. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara 

dalam paragraf-1 Pasal ini, Negara Anggota dapat meminta 

Direktur Jenderal untuk mengupayakan penyelesaiannya, 

c. Suatu Negara anggota setiap waktu dapat menyampaikan secara 

tertulis kepada Direktur Jenderal bahwa ia menerima 

penyelesaian yang diharuskan melalui arbitrase yang 

menyangkut perbedaan interpretasi atau penerapan IHR. Dalam 

kaitan ini ia menjadi pihak yang berselisih dengan negara lain 

yang telah pula menerima ketentuan yang sama dalam 

menyelesaikan perselisihan. Arbitrasi harus dilaksanakan 

dengan mengacu pada peraturan Pengadilan tetap Arbitrase, 

yang berlaku pada saat permohonan arbitrase dibuat. Negara 

anggota yang telah menyetujui arbitrasi harus menerima 

keputusan arbitrasi sebagai keputusan yang mengikat dan 

bersifat final. Direktur Jenderal harus memberitahu Majelis 

Kesehatan mengenai kesepakatan tersebut, 
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d. IHR tidak mengurangi hak Negara Anggota yang terikat 

perjanjian internasional di mana mereka menjadi pihak yang 

turut menyelesaikan perselisihan dari organisasi antar 

pemerintah lain atau yang ditetapkan dalam perjanjian 

internasional lainnya, 

e. Apabila terjadi perselisihan antara WHO dengan satu atau 

beberapa Negara mengenai interpretasi atau penerapan IHR, hal 

ini harus disampaikan ke Majelis Kesehatan. 

 

Pasal 57 Kaitan dengan perjanjian Internasional Lainnya 

a. Negara Anggota mengakui bahwa IHR dan perjanjian 

internasional lain harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga 

tidak bertentangan. Ketentuan dalam IHR tidak akan 

mempengaruhi hak dan kewajiban setiap  negara anggota yang 

telah tercantum dalam perjanjian Internasional lainnya, 

b. Sesuai dengan paragraf 1 Pasal ini, IHR tidak dapat mencegah 

negara anggota yang memiliki kepentingan bersama karena 

adanya kesamaan derajat kesehatan, kondisi geografis, sosial 

atau ekonomi, untuk membuat perjanjian guna melancarkan 

penerapan IHR, khususnya yang berkaitan dengan : 

1).Pertukaran informasi langsung dan segera di bidang 

kesehatan masyarakat antar wilayah yang berbatasan dari 

negara yang berbeda, 

2). Tindakan yang dilakukan terhadap lalu-lintas pantai dan lalu-

lintas Internasional pada perairan di dalam wilayah hukum 

mereka, 

3). Tindakan yang dilakukan di wilayah yang menyatu dari 

negara yang berbeda di perbatasan, 
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4). Pengaturan untuk membawa orang sakit atau jenazah 

manusia yang terjangkit penyakit dengan alat angkut yang 

khusus digunakan untuk ini; dan, 

5). Hapus tikus , hapus serangga, hapus hama, dekontaminasi 

atau penanganan lain yang ditujukan untuk membebaskan 

barang dari bibit penyakit. 

c. Tanpa prasangka terhadap kewajiban mereka terhadap IHR, 

negara yang menjadi anggota organisasi ekonomi regional, 

harus menerapkan dalam kerjasama mereka peraturan yang 

berlaku dalam organisasi ekonomi regional tersebut. 

 

Pasal 58 Perjanjian dan Peraturan Sanitasi Internasional 

a. Berbagai perjanjian di bidang sanitasi, berdasarkan ketentuan 

Pasal 62 dan pengecualian yang ada, akan menggantikan 

peraturan yang berlaku bagi Negara yang terikat dengan IHR ini, 

dan diantara Negara ini dengan WHO, perjanjian dan peraturan 

sanitasi Internasional berikut ini : 

1).  Konvensi Sanitasi Internasional yang ditanda tangani di Paris, 

21 Juni 1926, 

2). Konvensi Sanitasi Internasional mengenai navigasi udara 

yang ditanda tangani di Den Hague, 12 April 1933, 

3). Kesepakatan Internasional  mengenai  penetapan Undang 

Undang Kesehatan ditandatangani di Paris, 23 Desember 

1934, 

4). Kesepakatan  Internasional  mengenai  penetapan   Visa 

Konsuler dari Undang Undang Kesehatan yang ditanda 

tangani di Paris 22 Desember 1934, 

5).  Konvensi  perubahan   Konvensi  Sanitasi  Internasional  pada 

tanggal 21 Juni 1926 yang ditandatangani di Paris, 31 

Oktober 1938, 
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6).  Konvensi Sanitasi Internasional, 1944 yang merubah Konven- 

si Sanitasi Internasional tanggal 21 Juni 1926, yang ditanda 

tangani di Washington, 15 Desember 1944, 

7).  Konvensi  Sanitasi  Internasional  mengenai  Navigasi  Udara , 

1944, yang mengubah Konvensi Sanitasi Internasional 

tanggal 12 April 1933, yang di tanda tangani di Washington 

tanggal 15 Desember 1944, 

8). Protokol 23 April 1946 untuk memperpanjang  Konvensi 

sanitasi Internasional,1944,yang di tanda tangani di 

Washington, 

9). Protokol 23 April 1946 untuk memperpanjang Konvensi 

sanitasi Internasional mengenai Navigasi udara,1944, yang di 

tanda tangani di Washington, 

10).Peraturan Sanitasi Internasional,1951, dan Peraturan 

Tambahan tahun 1955, 1956, 1960, 1963 dan 1965; dan, 

11).IHR, 1969, dan perubahannya tahun 1973 dan 1981, 

b. Undang-undang Sanitasi Pan Amerika, yang di tanda tangani di 

Havana tanggal 14 Nopember 1924, harus tetap berlaku dengan 

pengecualian pada Pasal 2, 9, 10, 11, 16 sampai 53, Pasal 61 dan 

62, di mana bagian yang relevan dari paragraaf-1 Pasal ini harus 

dilakukan. 

 

Pasal 59 Mulai  berlakunya  IHR, Batas  waktu   pengajuan  penolakan  atau 

keberatan. 

a. Waktu yang diberikan Pasal 22 Konstitusi WHO untuk mengaju 

kan penolakan atau keberatan terhadap IHR atau atas 

perubahannya, adalah 18 bulan dari tanggal pemberitahuan 

oleh Direktur Jenderal tentang pengesahan IHR, atau perubahan 

IHR oleh Majelis Kesehatan. Setiap penolakan atau keberatan 
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yang diterima oleh Direktur Jenderal setelah berakhirnya jangka 

waktu tersebut tidak akan ditanggapi, 

b. IHR akan berlaku 24 bulan setelah tanggal pemberitahuan pada 

paragraf 1 Pasal ini, kecuali untuk : 

1). Suatu Negara yang telah menolak IHR atau perubahannya, 

sesuai dengan Pasal 61, 

2). Suatu Negara telah mengajukan keberatan, sehingga IHR 

diberlakukan sesuai dengan Pasal 62, 

3). Suatu negara yang menjadi anggota WHO setelah tanggal 

pemberitahuan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan 

paragraf 1 Pasal ini, dan dengan sendirinya belum terikat 

pada IHR, maka IHR diberlakukan sesuai dengan Pasal 60; 

dan, 

4). Bagi Negara yang bukan anggota WHO tetapi menerima IHR, 

pemberlakuan IHR mengacu pada paragraf 1 Pasal 64, 

c. Bila suatu negara tidak mampu sepenuhnya menyesuaikan 

peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan IHR, 

dalam jangka waktu yang ditentukan dalam paragraf 2 Pasal ini, 

negara tersebut harus menyerahkan kepada Direktur Jenderal 

dalam jangka waktu yang ditentukan dalam paragraf 1 Pasal ini, 

pernyataan untuk menyesuaikannya dalam waktu tidak lebih 

dari 12 bulan setelah berlakunnya IHR bagi Negara tersebut, 

 

Pasal 60 Anggota baru WHO. 

Negara yang menjadi anggota WHO setelah tanggal pemberitahuan 

oleh Direktur Jenderal sesuai dengan paragraf 1 Pasal 59, namun 

belum mengakui IHR, dapat mengajukan penolakan atau keberatan, 

dalam waktu 12 bulan sejak negara tersebut resmi menjadi anggota 

WHO. Apabila penolakan atau keberatan terhadap IHR yang 
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diajukan diterima, IHR akan diberlakukan bagi Negara tersebut, 

sesuai dengan ketentuan pada Pasal 62 dan 73, sampai berakhirnya 

jangka waktu tersebut. Pemberlakuan IHR di Negara baru tersebut 

tidak dimungkinkan kurang dari 24 bulan setelah tanggal 

pemberitahuan sesuai dengan paragraf 1 Pasal 59. 

 

Pasal 61 Penolakan. 

Bila suatu negara memberitahu Direktur Jenderal mengenai 

penolakannya terhadap IHR atau perubahannya dalam jangka waktu 

sesuai dengan paragraph-1 Pasal 59, IHR atau perubahannya tidak 

boleh diberlakukan pada Negara tersebut. Sebagai konsekuensinya, 

perjanjian sanitasi internasional yang tecantum dalam daftar di 

Pasal-58 dan telah diakui Negara tersebut akan tetap berlaku 

baginya. 

 

Pasal 62 Keberatan. 

a. Negara anggota dapat menyatakan keberatan terhadap IHR 

sesuai dengan Pasal ini. Keberatan tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan tujuan dan maksud IHR, 

b. Keberatan terhadap IHR harus diberitahukan kepada Direktur 

Jenderal sesuai dengan paragraph-1 Pasal 59 dan Pasal 60, 

paragraf 1 Pasal 63 atau paragraf 1 Pasal 64, tergantung 

materinya. Negara yang bukan anggota WHO harus 

memberitahu Direktur Jenderal setiap keberatan bersamaan 

dengan pernyataan bahwa negara yang bersangkutan menerima 

IHR. Negara yang menyatakan keberatan harus menyatakan 

alasan dari keberatan tersebut kepada Direktur Jenderal, 

c. Penolakan terhadap sebagian IHR akan dianggap sebagai 

keberatan, 
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d. Direktur Jenderal sesuai dengan paragraf 2 Pasal 65, harus 

memberitahu semua negara anggota setiap merima pernyataan 

keberatan dari mereka sesuai dengan paragraf 2 Pasal ini. 

Direktur Jenderal harus : 

1). Meminta negara anggota yang tidak menolak IHR, bila 

keberatan dibuat sebelum berlakunya IHR, untuk 

memberitahunya dalam kurun waktu enam bulan bila 

menolak suatu keberatan, atau, 

2). Meminta negara anggota, bila pernyataan keberatan dibuat 

setelah berlakunya IHR, untuk memberitahunya dalam kurun 

waktu enam bulan, bila menolak suatu keberatan. Negara 

yang menolak suatu keberatan yang diajukan oleh negara 

lain harus memberikan alasan penolakannya kepada 

Direktur Jenderal, 

e. Setelah kurun waktu ini, Direktur Jenderal harus memberitahu 

segenap negara anggota, jumlah negara yang menolak 

pernyataan keberatan yang diterimanya. Apabila setelah enam 

bulan berlalu terhitung dari tanggal pemberitahuan sesuai 

dengan paragraf 4 Pasal ini, keberatan telah ditolak oleh 1/3 

dari negara anggota sesuai dengan paragraf 4 Pasal ini, IHR 

dinyatakan diterima, dan berlaku bagi negara yang mengajukan 

keberatan tersebut, 

f. Bila sekurang-kurangnya 1/3 negara sesuai dengan paragraf 4 

pasal ini menolak keberatan yang diajukan pada akhir bulan 

keenam sejak tanggal pemberitahuan sesuai dengan paragraf 4 

Pasal ini, Direktur Jenderal harus memberitahu negara yang 

mengajukan keberatan agar negara tersebut mempertimbang 

kan untuk mencabut keberatannya dalam kurun waktu 3 bulan 

sejak tanggal pemberitahuan oleh Direktur Jenderal, 
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g. Negara yang mengajukan keberatan tersebut harus tetap 

memenuhi setiap kewajiban yang tercantum dalam pernyataan 

keberatannya di mana negara tersebut telah menerimanya 

sesuai dengan perjanjian sanitasi Internasional atau peraturan 

yang terdapat dalam daftar pada Pasal 58, 

h. Bila negara yang mengajukan keberatan tersebut tidak 

mencabut pernyataan keberatannya dalam waktu 3 bulan sejak 

tanggal pemberitahuan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan 

paragraf 6 Pasal ini, Direktur Jenderal harus meminta 

pandangan Komite Penelaah bila negara tersebut memintanya. 

Komite Penelaah harus menyampaikan pendapat kepada 

Direktur Jenderal sesegara mungkin dan sesuai dengan Pasal 50 

mengenai dampak dari keberatan yang diajukan terhadap 

penerapan IHR, 

i. Direktur Jenderal harus menyampaikan keberatan yang diajukan 

oleh negara anggota, dan pandangan Komite Penelaah, bila 

perlu, kepada Majelis Kesehatan untuk dipertimbangkan. Bila 

Majelis Kesehatan dengan suara mayoritas, menolak keberatan 

yang diajukan dengan alasan tidak sesuai dengan tujuan dan 

maksud dari IHR, maka IHR harus diberlakukan kepada negara 

tersebut setelah yang bersangkutan menarik pernyataan 

keberatannya sesuai dengan Pasal 63. Bila Majelis Kesehatan 

menerima keberatan yang diajukan, IHR harus diberlakukan 

terhadap negara tersebut, sesuai dengan materi yang diajukan, 

 

Pasal 63 Pencabutan atas pernyataan penolakan atau pernyataan keberatan. 

a. Suatu pernyataan penolakan yang dibuat sesuai dengan Pasal 61 

dapat dicabut setiap saat oleh negara yang bersangkutan 

dengan memberitahu Direktur Jenderal. Dalam hal ini, IHR 
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mengikat Negara tersebut sesuai dengan Pasal-62 setelah 

menerima pemberitahuan dari Direktur Jenderal, kecuali Negara 

tersebut menyampaikan keberatan sewaktu menarik 

pernyataan penolakannya. IHR tidak boleh diberlakukan kepada 

negara tersebut kurang dari 24 bulan setelah tanggal 

pemberitahuan sesuai dengan paragraf-1 Pasal-59, 

b. Seluruh atau sebagian materi yang disampaikan pada 

pernyataan keberatan setiap saat dapat ditarik oleh negara 

anggota yang bersangkutan dengan memberitahu Direktur 

Jenderal. Dalam hal ini, penarikan pernyataan keberatan akan 

berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Direktur 

Jenderal. 

 

Pasal 64 Negara yang bukan  anggota WHO 

a. Setiap Negara yang bukan anggota WHO, yang menerima 

perjanjian atau peraturan sanitasi internasional sesuai dengan 

daftar pada Pasal-58 atau di mana Direktur Jenderal telah 

memberitahu pengesahan IHR oleh Majelis Kesehatan Dunia, 

dapat menerima IHR setelah memberitahu Direktur Jenderal 

dan, sesuai dengan ketentuan Pasal-62, pernyataan menerima 

IHR akan efektif pada tanggal berlakunya IHR. Bila pernyataan 

menerima tersebut disampaikan setelah tanggal tersebut, IHR 

baru berlaku bagi negara tersebut 3 bulan setelah Direktur 

Jenderal menerima pemberitahuan dari yang bersangkutan, 

b. Setiap negara yang bukan anggota WHO yang menerima IHR, 

dapat menarik kembali pernyataannya setiap saat, dengan 

memberitahu Direktur Jenderal. Tindakan ini akan efektif enam 

bulan setelah Direktur Jenderal menerima pemberitahuan 

tersebut. Negara yang telah menarik kembali dukungannya 
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terhadap IHR, sejak tanggal tersebut harus melaksanakan 

kembali ketentuan dari peraturan dan perjanjian sanitasi 

Internasional sesuai dengan daftar pada Pasal-58 di mana 

sebelumnya ia telah menerima ketentuan yang tertuang di 

dalamnya. 

 

Pasal 65 Pemberitahuan oleh Direktur Jenderal 

a. Direktur Jenderal harus memberitahukan kepada segenap 

negara anggota dan “associate members” WHO, dan juga pihak-

pihak lain yang telah menerima perjanjian sanitasi Internasional 

atau peraturan peraturan dalam daftar pada Pasal 58, tentang 

pengesahan IHR oleh Majelis Kesehatan, 

b. Direktur Jenderal harus juga memberitahu setiap negara yang 

telah menerima IHR atau perubahan dari IHR, setiap 

pemberitahuan yang diterima oleh WHO dari negara anggota 

sesuai dengan Pasal 60 sampai dengan Pasal 64, dan setiap 

keputusan yang diambil oleh Majelis Kesehatan sesuai dengan 

Pasal-62. 

 

Pasal 66 Teks Asli. 

a. Teks IHR ini dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia 

dan Spanyol harus sesuai dengan aslinya. Teks asli dari IHR 

disimpan di WHO, 

b. Direktur Jenderal harus mengirimkan, dengan pemberitahuan 

sesuai dengan paragraf 1 Pasal 59, salinan resmi IHR kepada 

seluruh anggota dan “associate members”, dan juga kepada 

pihak lain yang telah menerima perjanjian sanitasi Internasional 

atau peraturan yang tertera pada daftar di Pasal 58, 
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c. Pada waktu IHR ini diberlakukan, Direktur Jenderal harus 

mengirimkan salinan resminya kepada Sekretaris Jenderal PBB 

untuk pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB. 

 

 

 



77 

 

BAB  III 

SEJARAH PERKEMBANGAN KARANTINA 

 

A. Sejarah perkembangan Karantina 

 

Karantina berasal dan kata “QUADRAGINTA (Latin)” yang artinya : 40 

(Empatpuluh). Dulu semua penderita diisolasi selama 40 hari. Berikut 

dibawah ini perkembangan karantina berdasarkan tahun-tahun peristiwa 

terjadinya penyakit karantina 

1. Pada tahun tahun 1348 lebih dari 60 juta orang penduduk dunia 

meninggal karena penyakit “Pes” (Black Death). 

2. Pada tahun 1348 Pelabuhan Venesia sebagai salah satu pelabuhan yang 

terbesar di Eropa melakukan upaya KARANTINA dengan cara menolak 

masuknya kapal yang datang dan daerah terjangkit Pes serta terhadap 

kapal yang dicurigai terjangkit penyakit PES (PLAGUE). 

3. Pada tahun tahun 1377 di Roguasa dibuat suatu peraturan bahwa 

penumpang dari daerah terjangkit penyakit pes harus tinggal di suatu 

tempat diluar pelabuhan dan tinggal di sana selama 2 bulan supaya bebas 

dari penyakit. Itulah sejarah tindakan karantina dalam bentuk isolasi 

pertama kali dilakukan terhadap manusia. 

4. Pada tahun tahun 1383 di Marseille, Perancis, ditetapkan Undang-Undang 

Karantina yang pertama dan didirikan Station Karantina yang pertama. 

Akan tetapi, peran dari tikus dan pinjal belum diketahui dalam penularan 

penyakit Pes pada waktu itu. 

5. Pada kurun waktu waktu 1830 – 1847,wabah melanda Eropa. Atas 

Inisiatif Ahli Kesehatan telah terlaksana diplomasi penyakit infeksi secara 

intensif dan kerjasama multilateral kesehatan masyarakat menghasilkan : 

INTERNATIONAL SANITARY CONFERENCE, PARIS 1851 dikenal sebagai ISR 

1851. 
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6. Pada tahun  1951 World Health Organization mengadopsi regulasi yang 

dihasilkan oleh International Sanitary Conference. 

7. Pada tahun 1969 WHO mengubah International  Sanitary Regulatios (ISR) 

yang dihasilkan oleh International Sanitary Conference menjadi : 

International Health Regulations (IHR) dan dikenal sebagai IHR 1969. 

8. Pada tahuh 1973 tahun 1973 WHO melakukan Revisi terhadap 

International Health Regulatios (1969) dan dikenal sebagai Additional 

Regulation 1973. 

9. Pada tahun 1981 WHO melakukan Revisi terhadap International Health 

Regulations (1969) dan dikenal sebagai Additional Regulation 1981. 

10. Pada tahun 1983 WHO melakukan Revisi terhadap International Health 

Regulations (1969) dan dikenal sebagai IHR 1969 third annotated edition 

1983  

11. Sejak tahun 1983 Penyakit Karantina yang dulunya 6 (enam) Penyakit 

berobah menjadi 3 (tiga) Penyakit yaitu : Pes (Plague), Demam  Kuning 

(Yellow Fever) serta Kolera. 

12. Pada tahun 2005 telah dilakukan Revisi terhadap IHR 1969 dan dikenal 

sebagai IHR 2005. Terhitung mulai 15 Juni 2007 bagi semua negara 

anggota WHO, harus sudah menerapkan IHR 2005, kecuali mereka yang 

menolak atau mengajukan keberatan. Penolakan atau keberatan harus 

diajukan selambat-lambatnya 18 bulan dari saat diterima oleh WHA pada 

bulan Mei 2005. 

 

B. Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai Port Health Autority di Pelabuhan, 

Bandara di Indonesia. 

 

1. Periode dokter Pelabuhan (Haven arts) 

Pada tahun 1911 di Indonesia, Pes masuk melalui Pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya, kemudian 1916 Pes masuk melalui Pelabuhan Semarang 

dan selanjutnya tahun 1923 Pes masuk melalui Pelabuhan Cirebon. 
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Pada saat itu Indonesia masih hidup dalam zaman kolonial Belanda. 

Regulasi yang diberlakukan adalah Quarantine Ordonanti (Staatsblad 

Nomor 277 tahun 1911.Dalam perjalanan perjalanan sejarahnya 

Quarantine Ordonanti (Staatsblad Nomor 277 tahun 1911) telah berulang 

kali dirubah. Penanganan kesehatan di pelabuhan di laksanakan oleh 

HAVEN ARTS (Dokter Pelabuhan) dibawah HAVEN MASTER (Syahbandar).  

Saat itu di Indonesia hanya ada 2 Haven Arts yaitu di Pulau Rubiah di 

Sabang  dan Pulau Onrust di Teluk Jakarta. 

 

2. Periode Pelabuhan Karantina. 

Pada masa Kemerdekaan, sekitar tahun 1949/1950 Pemerintah RI 

membentuk 5 Pelabuhan Karantina, yaitu : 

a. Pelabuhan Karantina Klas I : Tg. Priok dan Sabang, 

b. Pelabuhan Karantina Klas II : Surabaya dan Semarang serta, 

c. Pelabuhan Karantina Klas III : Cilacap, 

Pada  tahun 1959, Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

53 tahun 1959 tentang Penyakit Karantina. 

Perkembangan Selanjutnya, untuk memenuhi amanat Pasal 4 dan 6 sub 3 

undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (UU nomor 9 tahun 

1960, Lembaran Negara tahun 1960 nomor 131), terlahirlah Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang 

nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. 

 

3. Periode Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan 

Pelabuhan Udara (DPKU). 

Pada tahun 1970, terbit SK Menkes No.1025/DD /Menkes, tentang 

pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) sebanyak 60 DKPL 

& Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU) sebanyak 12 DKPU. Baik 

DKPL maupun DKPU non eselon. Kegiatan DKPL dan DKPU baik secara 
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teknis maupun administrasi dilakukan secara terpisah meskipun dalam 

satu kota. 

 

4. Periode Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/IV/78, Dinas 

Kesehatan Pelabuhan Laut dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara dilebur 

menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan berada dibawah Bidang 

Desenban Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dengan eselon III-B. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/IV 

/78. Dalam Surat Keputusan ini Kantor Kesehatan Pelabuhan terdiri atas : 

a. 10 KKP Kelas A, 

b. 34 KKP Kelas B. 

Pada tahun 1985 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 147/ 

Menkes/IV /78 diganti dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 630/Menkes/SK/XII/85, dan jumlah KKP berubah menjadi 46. 

Perubahan ini dikarenakan adanya penambahan 2 (dua) KKP yaitu KKP Dili 

Timor-Timur dan KKP Bengkulu. Ke-46 KK sesuai dengan Surat Keputusan 

630 tersebut terdiri atas : 

a. 10 KKP Kelas A, 

b. 36 KKP Kelas B ( ditambah KKP Dili dan Bengkulu). 

 

5. Periode Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan (Ditjen PP dan PL) Departemen Kesehatan RI. 

Sejak penerapan Undang-undang Otonomi Daerah, otoritas kesehatan 

ditingkat provinsi yang bernama Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 

RI (Kanwil Depkes) harus dilebur kedalam struktur Dinas Kesehatan 

Provinsi. Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Kewenangan 

mengamanatkan bahwa Kekarantinaan sebagai wewenang pemerintah 

pusat. Pada tahun 2004 terbit Surat Keputusan Menteri Kesehatan 
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Nomor : 265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi & Tata Kerja KKP 

yang baru. Kantor Kesehatan Pelabuhan digolongkan menjadi : 

a. KKP Kelas I  ( Eselon II-B) :   2 KKP. 

b. KKP Kelas II  ( Eselon III-A) : 14 KKP. 

c. KKP Kelas III ( Eselon III-B) : 29 KKP. 

 

6. Pada tahun 2007 dilakukan revisi terhadap SK Menkes No 265/Menkes 

/SK/III/2004 tentang Organisasi & Tata Kerja KKP melalui Peraturan 

Menteri Kesehatan nomor 167/MENKES/PER/II/2007. Dengan terbitnya 

Permenkes ini, maka bertambahlah 3 (tiga) KKP baru Yaitu : KKP Kelas III 

Gorontalo, KKP Kelas III Ternate dan KKP Kelas III Sabang. 

 

C. Penyakit Karantina dan Penyakit Menular Potensi Wabah. 

 

1. Karantina. 

Karantina adalah pembatasan aktivitas orang sehat atau binatang yang 

telah terpajan (Exposed) kasus penyakit menular selama masa 

menularnya untuk mencegah penyebaran penyakit selama masa inkubasi. 

Karantina merupakan tindakan pembatasan, pemeriksaan dan atau 

pemberian profilaksis terhadap alat angkut, orang dan barang yang 

dicurigai menjadi sumber penularan penyakit potensial wabah, termasuk 

orang yang dicurigai karena memiliki riwayat bepergian dari wilayah/ 

negara terjangkit selama 2 (dua) kali masa inkubasi.  

Karantina dapat diartikan pula sebagai pembatasan kebebasan/ 

penahanan seseorang yang diduga telah mendapat penularan suatu 

penyakit Karantina selama masa inkubasi dari penyakit karantina yang 

diduga. Bila selama penahanan itu benar-benar menderita penyakit 

karantina yang diduga, ia akan diisolasikan dan setelah masa inkubasi 

tersebut ia tetap sehat, ia akan dibebaskan. 

 



82 

 

2. Penyakit Karantina. 

a. Penyakit karantina 

Penyakit Karantina adalah Penyakit menular yang sesuai dengan 

Internasional Sanitary Reguation (ISR) dari WHO, yang pencegahan 

dan pemberantasannya dilaksanakan secara Internasional.  

b. Kekarantinaan kesehatan, yaitu upaya mencegah dan menangkal 

keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan yang 

berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat. 

3. Tindakan karantina. 

Tidakan karantina adalah pembatasan aktifitas alat angkut, orang dan 

barang untuk mencegah kemungkinan penyebarluasan lebih lanjut 

terhadap KLB/wabah, penyakit menular potensi wabah, atau penyakit 

baru dari daerah terjangkit ke daerah tidak terjangkit. 

Tindakan karantina terdiri atas 3 (tiga), yaitu 

a. Karantina. 

Tindakan pembatasan, pemeriksaan dan atau pemberian profilaksis 

terhadap alat angkut, orang dan barang yang dicurigai menjadi 

sumber penularan penyakit potensial wabah, termasuk orang yang 

dicurigai karena memiliki riwayat bepergian dari wilayah/negara 

terjangkit selama 2 (Dua) kali masa inkubasi. 

b. Isolasi. 

Tindakan pemisahan, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik 

penunjang terhadap alat angkut, orang dan barang yang terindikasi 

menderita penyakit menular potensial wabah. 

c. Penyehatan alat angkut. 

Tindakan pembatasan, pengurangan dan atau pemberantasan faktor 

risiko melalui dekontaminasi, deratisasi,disinseksi, disinfeksi serta 

tindakan lainnya yang berguna untuk memutus mata rantai penularan 

penyakit menular potensi wabah. 
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4. Wabah. 

Wabah merupakan Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam 

masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi 

keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat 

menimbulkan malapetaka. 

Penyakit wabah menurut Undang-Undang  Nomor : 4 Tahun 1984  

tentang wabah penyakit menular, yang termasuk penyakit wabah adalah :  

a. Penyakit Karantina, yang terdiri dari : 

1)  Pes (Plague) 

2) Kolera (Cholera) 

3) Cacar (Smallpox) 

4) Demam Kuning (Yellow Fever) 

5) Demam Balik-balik (Relapsing Fever) 

6) Typhus Bercak Wabahi (Typhus Exanthematicus Epidemic) 

b. Penyakit non Karantina, yang terdiri dari : 

1) Typhus Perut (typhus Abdominalis) 

2) Para Typhus A, B dan C 

3) Dysentri Basili (Dysenteria Bacillaris) 

4) Radang Hati Menular (Hepatitis Infectiosa) 

5) Para Cholera Eltor 

6) Diphteria 

7) Kejang Tengkuk (Meningtis Cerebrospinalis Epidemika) 

8) Lumpuh Kanak-Kanak (Poliomyelitis Anterior Acuta)  

5. Penyakit Potensial wabah. 

Penyakit potensial wabah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor : 1501/Menkes /Per/ X/2010, dinyatakan bahwa penyakit 

potensial wabah meliputi penyakit-penyakit sebagai berikut : 

a. Kholera, 

b. Pes, 
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c. Deman Berdarah Dengue, 

d. Campak, 

e. Polio, 

f. Difteri, 

g. Pertusis, 

h. Rabies, 

i. Malaria, 

j. Avian Influenza H5N1, 

k. Antraks 

l. Leptospirosis, 

m. Hepatitis, 

n. Influenza A baru (H1N1)/ Pandemi 2009, 

o. Meningitis, 

p. Yellow fever, 

q. Chikungunya, 

6. Kejadian Luar Biasa (KLB) 

Adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau 

kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam 

kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada 

terjadinya wabah. 

Adapun kriteria Kejadian Luar Biasa adalah sebagai berikut : 

a. suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada/tidak dikenal, 

b. Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama tiga 

kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya, 

c. Peningkatan kejadian penyakit/kematian dua kali atau lebih dibanding 

kan dengan periode sebelumnya, 

d. Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan dua 

kali lipat atau lebih dibanding dengan angka rata-rata perbulan dalam 

tahun sebelumnya, 
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e. Angka rata-rata perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan 

dua kali lipat atau lebih dibanding dengan angka rata-rata perbulan 

dari tahun sebelumnya, 

f. Beberapa penyakit khusus, yaitu cholera, DHF/DSS :Setiap 

peningkatan kasus dari periode sebelumnya (pada daerah epidermis), 

terdapat satu atau lebih penderita baru dimana pada periode 4 

minggu sebelumnya daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit 

yang bersangkutan, 

g. Beberapa penyakit yang dialami satu atau lebih penderita, seperti 

keracunan makanan dan keracunan pestisida. 

Adapun penyakit-penyakit berpotensi wabah/ KLB sebagai berikut : 

a. Penyakit Karantina/penyakit wabah penting: Kholera, Pes, Yellow 

Fever, 

b. Penyakit potensi wabah/KLB yang menjalar dalam waktu cepat/ 

mempunyai mortalitas tinggi & penyakit yang masuk program 

eradikasi/eliminasi dan memerlukan tindakan segera : DHF, Campak, 

Rabies, Tetanus neonatorum, Diare, Pertusis, Poliomyelitis. 

c. Penyakit potensial wabah/KLB lainnya dan beberapa penyakit penting 

: Malaria, Frambosia, Influenza, Anthrax, Hepatitis, Typhus abdo 

minalis, Meningitis, Keracunan, Encephalitis, Tetanus. 

d. Penyakit-penyakit menular yang tidak berpotensi wabah dan atau 

KLB, tetapi masuk program : Kecacingan, Kusta, Tuberkulosa, Syphilis,  

Gonorrhoe, Filariasis, dan lain lain. 
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BAB  IV 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN 

 

A. Tugas Pokok ,Fungsi Kantor Kesehatan pelabuhan. 

 

1. Tugas Pokok 

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP sesuai 

dengan pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 tahun 2011 

adalah  Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian 

Kesehatan RI yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Direkturat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan (Ditjen PPM &PL). Adapun dengan tugas pokok sesuai 

dengan pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356 Tahun 2008 

adalah: “ Melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit 

,penyakit potensial wabah,Surveilans Epidemiologi, kekarantinaan, 

Pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, 

Pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan 

penyakit  yang  muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia 

dan pengamanan radiasi diwilayah kerja Bandara, Pelabuhan dan 

Lintas Batas Negara”. 

 

2. Fungsi 

Kantor Kesehatan Pelabuhan  sesuai dengan pasal 3 Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 356 tahun 2008 menjalankan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan kekarantinaan, 

b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan, 

c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, 

pelabuhan dan lintas batas darat Negara, 
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d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit menular potensial 

wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, 

e. Pelaksanaan pengamanan radiasi peng-ion dan non peng-ion, 

biologi dan kimia, 

f. Pelaksanaan sentral/simpul jejaring surveilans epidemiologi  

sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, 

regional dan internasional, 

g. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiap-siagaan dan 

penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang 

kesehatan serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan 

kesehatan haji dan perpindahan penduduk, 

h. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan 

Bandara,Pelabuhan dan Lintas batas darat negara, 

i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan Obat, Makanan, 

Kosmetika dan Alat kesehatan serta Bahan Adiktif (OMKABA) 

ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA 

impor, 

j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut  dan muatannya, 

k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja 

Bandara,pelabuhan dan Lintas batas darat negara, 

l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan 

Bandara, pelabuhan dan Lintas batas darat negara, 

m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di 

Bandara, pelabuhan dan Lintas batas darat negara, 

n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan 

dan surveilans kesehatan pelabuhan, 

o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, 

Pelabuhan dan Lintas batas darat negara, 

p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KKP. 
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B. Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

 

1. Penetapan Klasifikasi 

Sesuai pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ditetapkan 

berdasarkan kriteria penilaian terhadap seluruh komponen yang 

berpengaruh terhadap beban kerja. Kriteria klasifikasi berdasarkan 

nilai terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu : unsur utama dan unsur 

penunjang. 

a.  Unsur utama penentuan nilai atas klasifikasi KKP, yaitu : 

1). Kekarantinaan kesehatan, yaitu upaya mencegah dan 

menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor 

risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan 

masyarakat. Unsur ini meliputi : 

a). Pengawasan kesehatan alat angkut, orang dan barang serta 

pelayanan dokumen kesehatan, yaitu proses pengamatan 

dan pemeriksaan fisik terhadap kondisi sanitasi, vektor 

penyakit, kesehatan awak dan atau penumpang, 

persediaan alat kesehatan dan obat-obatan serta 

pemeriksaan dan atau penerbitan dokumen kesehatan, 

dan, 

b). Tindakan karantina, yaitu pembatasan aktifitas alat angkut, 

orang dan barang untuk mencegah kemungkinan penyebar 

luasan lebih lanjut terhadap KLB/Wabah, penyakit menular 

potensial wabah atau penyakit baru dari daerah terjangkit 

ke daerah tidak terjangkit. 

2). Surveilans kesehatan, yaitu upaya untuk memperoleh 

gambaran tentang penyakit potensial wabah dan faktor risiko 

melalui pengumpulan dan pengolahan data secara terus 
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menerus terhadap lalulintas alat angkut, penyakit potensial 

wabah, faktor risiko, guna menghasilkan informasi yang cepat 

dan akurat dalam proses pengambilan keputusan untuk 

respon cepat. Unsur ini meliputi : 

a). Laporan, yaitu hasil kegiatan melalui analisis data untuk 

memperoleh gambaran tentang situasi dan kecenderungan 

dari penyakit menular tertentu, potensi risiko KLB/Wabah 

penyakit menular, kejadian keracunan makanan dan 

masalah kesehatan lainnya, dan 

b). Diseminasi informasi, yaitu penyampaian hasil analisis 

kepada pemangku kepentingan dalam rangka kewaspada 

an dini, kesiap siagaan dan penanggulangan kejadian 

penyakit dan masalah kesehatan lainnya, 

3).Pengendalian faktor risiko lingkungan, yaitu upaya pencegahan 

penyakit dan atau gangguan kesehatan akibat faktor risiko 

lingkungan. Unsur ini meliputi : 

a). Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, 

yaitu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan vektor 

dan binatang pembawa penyakit di lingkungan pelabuhan, 

bandar udara dan lintas batas darat Negara, dan 

b). Inspeksi kesehatan lingkungan, yaitu kegiatan pemantauan 

lapangan terhadap kualitas media lingkungan melalui 

pemeriksaan fisik,pemeriksaan sampel/ spesimen, analisis 

hasil dan penyampaian saran perbaikan terhadap kualitas 

kesehatan lingkungan. 

4). Pelayanan Kesehatan, yaitu kegiatan pelayanan kesehatan 

promotif, preventif dan kuratif secara terbatas di lingkungan 

pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara. Unsur ini 

meliputi : 
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a). Pelayanan kesehatan dasar, yaitu pemeriksaan kesehatan 

dan pengobatan, pelayanan gawat darurat medik, 

pelayanan penunjang medik, serta tindakan rujukan 

terhadap pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, 

badar udara dan lintas batas darat Negara, dan 

b). Vaksinasi dan atau propilaksis, yaitu tindakan pemberian 

vaksinasi dan atau pengobatan pencegahan terhadap 

pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, Bandar 

udara dan lintas batas darat Negara. 

5). Sumber daya manusia teknis, yaitu jumlah pejabat fungsional 

yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis Kantor Kesehatan 

Pelabuhan, termasuk pegawai paruh waktu. 

b. Unsur penunjang penentuan nilai atas klasifikasi KKP.  

1). Sumber daya, yaitu :  

a). Keuangan, yaitu jumlah anggaran dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dalam 1 (satu) tahun anggaran, 

b). Sumber daya manusia administrasi, yaitu jumlah sumber 

daya  administrasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuh 

an baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional 

termasuk pegawai paruh waktu,  

c). Tanah dan bangunan, yaitu luas tanah dan bangunan yang 

dikuasai dan atau dimanfaatkan untuk kegiatan di 

lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan wilayah kerja, 

dan, 

d). Sarana operasional, yaitu jumlah kendaraan operasional 

untuk mendukung kegiatan kekarantinaan kesehatan, 

surveilans kesehatan, pengendalian faktor risiko dan 

pelayanan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan. 



91 

 

2). Sarana kepegawaian, yang meliputi sarana kegiatan teknis dan 

kegiatan manajemen. 

 

2.  Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Penetapan klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan berdasarkan pasal 

13 peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 dalam kelas 

sebagai berikut : 

a. Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I 

b. Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II 

c. Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas III 

d. Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas IV 

Berdasarkan masing-masing jumlah nilai yang diperoleh  sesuai 

dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2 tahun 

2014, diklasifikasikan dalam 4 (empat)  kelas, yaitu : 

a. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas I, dengan nilai lebih dari 

dan sama dengan 0,70 (≥ 0,70) 

b. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas II, dengan nilai 0,40 

sampai dengan 0,69 ( 0,40 – 0,69) 

c. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas III, dengan nilai 0,20 

sampai dengan 0,39 ( 0,20 – 0,39), dan 

d. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas IV, dengan nilai 0,10 –    

0,19 ( 0,10 – 0,19). 

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang memiliki nilai kurang dari 0,10 ( < 

0,10) diklasifikasikan sebagai wilayah kerja. 

 

C. Susunan organisasi dan Tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 

1. Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas I 

KKP Kelas I terdiri dari : 

a. Bagian tata usaha, 

b. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, 
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c. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, 

d. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, 

e. Instalasi, 

f. Wilayah Kerja, 

g. Kelompok Jabatan Fungsional, 

Secara rinci tugas dari bagian tata usaha  dan bidang-bidang sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356 Tahun 2008 adalah 

sebagai berikut :  

a. Bagian Tata Usaha, dengan tugas melaksanakan koordinasi dan 

penyusunan program, pengelolaan informasi, Evaluasi dan 

pelaporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan 

pelatihan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, dengan 

menyelenggarakan fungsi : 

1). Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program serta 

pelaporan, dengan tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan program evaluasi dan laporan serta informasi, 

2). Pelaksanaan urusan keuangan,kepegawaian, umum dan 

koordinasi penyiapan pelatihan, 

b. Bidang Karantina dan Surveilans Epidemiologi, mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan 

laporan di bidang kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit 

dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit 

yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, 

lalulintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian serta 

pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan dibidang 

kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas 

batas darat negara, dengan menyelenggarakan fungsi : 
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1).  Kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit 

potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang 

muncul kembali. 

2). Kesiap siagaan, pengkajian serta advokasi penanggulangan KLB 

dan bencana/pasca bencana bidang kesehatan. 

3).  Pengawasan lalulintas OMKABA eksport dan impor serta alat 

angkut, termasuk muatannya, 

4). Kajian dan diseminasi informasi kekarantinaan di wilayah kerja 

bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. 

5).  Pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan. 

6).  Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kekarantina 

an. 

7).  Pelaksanaan pengembangan teknologi bidang kekarantinaan 

di wilayah kerja bandara,pelabuhan dan lintas batas darat 

negara. 

8). Penyusunan laporan bidang pengendalian karantina dan 

surveilans epidemiologi, 

c. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta 

penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor dan binatang  

penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, 

kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pendidikan 

dan pelatihan  bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah 

kerja Bandara, Pelabuhan dan lintas batas darat negara, dengan 

menyelenggarakan fungsi : 

1).  Pengawasan penyediaan air bersih serta  pengamanan makan 

an dan minuman. 

2).  Hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/bangunan, 

3).  Pengawasan pencemaran udara, air dan tanah. 
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4).  Pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi kapal/ 

pesawat/alat transportasi lainnya di lingkungan bandara, 

pelabuhan dan lintas batas darat negara. 

5).  Pemberantasan serangga penular penyakit, tikus dan pinjal di 

lingkungan bandara,Pelabuhan dan lintas batas darat negara. 

6).  Kajian dan pengembangan teknologi di bidang pengendalian 

risiko lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat 

negara. 

7).  Pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkung 

an bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. 

8).  Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengen 

dalian risiko lingkungan bandara,pelabuhan dan lintas batas 

darat negara. 

9). Penyusunan laporan di bidang pengendalian risiko lingkungan. 

d. Bidang Upaya Kesehatan dan lintas wilayah, mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan 

laporan di bidang pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, 

kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi  Internasional, 

pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi 

serta pendidikan dan pelatihan dibidang upaya kesehatan 

pelabuhan di wilayah kerja bandara,pelabuhan dan lintas batas 

darat negara, dengan fungsi : 

1). Pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat 

medik di wilayah kerja bandara,pelabuhan dan lintas batas 

darat negara.   

2).  Pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra 

di wilayah kerja bandara,pelabuhan dan lintas batas darat 

negara. 
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3). Pengujian kesehatan nahkoda/pilot dan anak buah kapal/ 

pesawat udara serta penjamah makanan. 

4). Vaksinasi dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional 

(ICV=International Certificate Vactination), 

5). Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di wilayah kerja 

bandara, pelabuhan dan batas lintas darat negara. 

6).   Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah di wilayah 

kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara serta 

ketersediaan obat-obatan/peralatan P3K di kapal/pesawat 

udara/alat transportasi lainnya, 

7).  Kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis 

bidang upaya kesehatan dan lintas wilayah, 

8).  Penyusunan laporan di bidang upaya kesehatan dan lintas 

wilayah. 

e. Instalasi, merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasi 

onal KKP dan penunjang administrasi. Jenis instalasi disesuaikan 

dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan. 

f. Wilayah Kerja, merupakan unit kerja fungsional di lingkungan 

bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KKP. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kelompok 

jabatan fungsional ini terdiri dari berbagai kelompok jabatan 

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas II 

KKP Kelas II terdiri dari : 

a. Sub bagian Tata Usaha, 

b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, 
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c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, 

d. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah 

e. Instalasi, 

f. Wilayah Kerja, 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

3. Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas III 

KKP Kelas III terdiri dari : 

a. Sub bagian tata usaha, 

b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, 

c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas 

Wilayah 

d. Instalasi, 

e. Wilayah Kerja, 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 

4. Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas IV 

Sesuai dengan pasal 33 A Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 

tahun 2011, KKP Kelas IV terdiri dari : 

a. Urusan Tata Usaha, 

b. Petugas Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, 

c. Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas 

Wilayah, 

d. Instalasi, 

e. Wilayah Kerja, dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 

Adapun lokasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2348 Tahun 2011. Terdiri atas : 

1). Kantor Kesehatan pelabuhan kelas I  sebanyak = 7 

2). Kantor Kesehatan pelabuhan kelas II  sebanyak = 21 

3). Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas III  sebanyak = 20 
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4). Kantor Kesehatan pelabuhan kelas IV  sebanyak = 1 

 

D. Struktur dan Bagan Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan 

1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I, berdasarkan 

Permenkes Nomor : 356 tahun 2008 (Lampiran I). 
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2. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II  berdasarkan 

Permenkes Nomor : 356 tahun 2008 (lampiran I). 
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3. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III, 

berdasarkan Permenkes Nomor : 356 tahun 2008 (Lampiran I). 
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4. Bagan Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV, berdasarkan 

Permenkes Nomor : 2348 tahun 2011 (lampiran III A). 
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BAB   V 

PELABUHAN LAUT DAN BANDAR UDARA 

 

A. Pelabuhan laut. 

 

1. Pengertian Pelabuhan laut. 

Pelabuhan  adalah lokasi tempat di mana kapal berlabuh, berolah gerak, 

melakukan aktivitas bongkar muat, mengisi perbekalan. 

Pelabuhan laut yaitu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan 

disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 

pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat 

kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar 

muat barang dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran 

(Permenhub Nomor 21, 2007) 

Selain sarana transportasi darat, masyarakat juga menggunakan sarana 

transportasi air untuk berpergian dan  sarana tersebut tentunya 

memerlukan tempat untuk transit atau singgah, dalam hal ini terminal 

(pelabuhan). Karena pelabuhan juga menjadi tempat berkumpulnya 

orang banyak, aspek sanitasi dan kebersihannya perlu diperhatikan. 

Pelabuhan sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit juga 

merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat, karena 

adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (new emerging 

diseases), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali  (re-

emerging diseases) juga mempunyai implikasi besar dan faktor risiko 

potensial dalam penyebaran penyakit. (Sutrisno, 2008). 

  

2. Fasilitas Pelabuhan laut. 

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2006 

tentang Kepelabuhan, terdapat  fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan. 
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a. Fasilitas pokok pelabuhan, meliputi : 

1).  Alih muat antar kapal, 

2).  Dermaga, 

3).  Terminal penumpang,  

4).  Pergudangan, 

5).  Lapangan penumpukan,  

6).  Terminal peti emas, curah cair, curah kering dan RO-RO,  

7).  Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa,  

8).  Fasilitas bunker, 

9).  Instalasi air, listrik dan telekomonikasi,  

10).Jaringan jalan dan rel kereta api,  

11). Fasilitas pemadam kebakaran, 

12). Tempat tunggu kendaraan bermotor,  

13). Perairan tempat labuh, 

14). Kolam labuh. 

b. Fasilitas penunjang Pelabuhan laut,meliputi : 

1). Kawasan perkantoran untuk mengguna jasa pelabuhan; 

2). Sarana umum; 

3). Tempat penampungan limbah; 

4). Fasilitas Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi; 

5). Fasilitas perhotelan dan restoran ; 

6). Areal pengembangan pelabuhan; 

7). Kawasan perdagangan; 

8). Kawasan industri. 

 

B. Bandar Udara. 

1. Pengertian  Bandar Udara. 

Bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah 

airport  merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang (seperti 
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pesawat udara dan helikopter) dapat lepas landas dan mendarat. Suatu 

bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan 

pacu atau helipad (untuk pendaratan helikopter), sedangkan untuk 

bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik 

untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya seperti 

bangunan terminal dan hanggar.  

Menurut Annex 14 dari ICAO (International Civil Aviation Organization) : 

Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk 

bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara 

keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan 

pergerakan pesawat. 

Definisi lain tentang Bandar Udara menurut PT (Persero) Angkasa Pura I 

adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang 

merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas 

bagi angkutan udara untuk masyarakat.  

Dalam perkembangannya, berbagai fasilitas Bandar udara ditambahkan 

seperti toko-toko, restoran, pusat kebugaran, dan butik-butik dengan 

merek ternama tersedia di bandara. 

 

2. Fungsi dan kegunaan Bandara 

a . Fungsi bandara 

1). Mempercepat arus lalulintas penumpang, kargo dan servis melalui 

transportasi udara (di setiap pelosok Indonesia). 

2). Mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional 

dalam rangka menetapkan wawasan nusantara. 

3). Mengembangkan transpotasi yang terintegrasi dengan sektor 

lainnya serta memperhatikan kesinambungan secara ekonomis. 
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b.  Kegunaan  bandara 

Kegunaan bandara selain sebagai terminal lalu lintas manusia atau 

penumpang juga sebagai terminal lalu lintas barang. Untuk itu, di 

sejumlah bandara yang berstatus bandar udara Internasional 

ditempatkan petugas-petugas bea cukai. 

 

3. Fasilitas Bandara 

a. Sisi Udara (Air Side) 

1). Runway atau landasan pacu yang mutlak diperlukan pesawat. 

Panjangnya landasan pacu biasanya tergantung dari besarnya 

pesawat yang dilayani. Untuk bandar udara perintis yang melayani 

pesawat kecil, landasan pacu cukup dari rumput ataupun tanah 

diperkeras (stabilisasi). Panjang landasan perintis umumnya 1.200 

meter dengan lebar 20 meter, misal melayani Twin Otter, Cessna, 

dan lain lain. Pesawat kecil berbaling-baling dua (umumnya cukup 

600-800 meter saja),sedangkan untuk bandar udara yang agak 

ramai dipakai konstruksi aspal, dengan panjang 1.800 meter dan 

lebar 30 meter. Pesawat yang dilayani adalah jenis turbo-prop 

atau jet kecil seperti Fokker-27, Tetuko 234, Fokker-28, dan lain 

sebagainya.  

Pada bandar udara yang ramai, umumnya dengan konstruksi 

beton dengan panjang 3.600 meter dan lebar 45-60 meter. 

Pesawat yang dilayani adalah jet sedang seperti Fokker-100, DC-

10, B-747, Hercules, dan lain sebagainya. Bandar udara 

International terdapat lebih dari satu landasan untuk antisipasi 

ramainya lalu lintas. 

2). Apron atau tempat parkir pesawat yang dekat dengan terminal 

building, sedangkan taxiway menghubungkan apron dan runway. 
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Konstruksi apron umumnya beton bertulang, karena memikul 

beban besar yang statis dari pesawat. 

3). Untuk keamanan dan pengaturan, terdapat Air Traffic Controller, 

berupa menara khusus pemantau yang dilengkapi radio control 

dan radar. 

4). Karena dalam bandar udara sering terjadi kecelakaan, maka 

disediakan unit penanggulangan kecelakaan (air rescue service) 

berupa peleton penolong dan pemadam kebakaran, mobil 

pemadam kebakaran, tabung pemadam kebakaran, ambulans, 

dan peralatan penolong lainnya. 

5). Juga ada fuel service untuk mengisi bahan bakar pesawat jenis 

avtur. 

b. Sisi Darat (Land Side) 

1). Terminal bandar udara atau concourse adalah pusat urusan 

penumpang yang datang atau pergi. Di dalamnya terdapat 

pemindai bagasi sinar X, counter check-in, (CIQ, Custom - 

Inmigration - Quarantine) untuk bandar udara Internasional, dan 

ruang tunggu (boarding lounge) serta berbagai fasilitas untuk 

kenyamanan penumpang. Di bandar udara besar, penumpang 

masuk ke pesawat melalui garbarata atau avio bridge. Di bandar 

udara kecil, penumpang naik ke pesawat melalui tangga (Pax step) 

yang bisa dipindah-pindah. 

2). Curb, adalah tempat penumpang naik-turun dari kendaraan darat 

ke dalam bangunan terminal 

3). Parkir kendaraan, untuk parkir para penumpang dan pengantar/ 

penjemput, termasuk taksi. 
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4. Tipe-tipe  Bandara. 

Bandar udara secara umum digolongkan dalam beberapa tipe menurut 

berbagai kriteria yang disesuaikan dengan keperluan penggolongannya, 

antara lain : 

a. Berdasarkan kriteria fisiknya, bandara dapat digolongkan menjadi 

Seaplane base,stol port (jarak take –off dan landing yang pendek) dan 

Bandar udara konvensional. 

b. Berdasarkan pengelolaan dan penggunaanya, Bandar udara dapat 

digolongkan menjadi 2 (dua),yaitu :  

1). Bandara umum yang dikelola pemerintah untuk penggunaan 

umum maupun militer. 

2). Bandara swasta atau pribadi yang dikelola atau digunakan untuk 

kepentingan pribadi atau perusahaan swasta tertentu. 

c.  Berdasarkan aktivitas rutinnya, bandara dapat digolongkan menurut 

jenis pesawat terbang yang beroperasi serta menurut karakteristik 

operasinya. 

d. Berdasarkan  fasilitas  yang  tersedia, bandara  dapat  dikategorikan 

menurut jumlah runway yang tersedia, alat navigasi yang tersedia, 

kapasitas hangar dan lain sebagainya. 

e. Berdasarkan tipe perjalananan yang dilayani, bandara dapat di golong 

kan bandara Internasional, bandara domestik dan gabungan bandara 

Internasional dan domestik. 

 

5. Bagian-bagian Bandara 

Bagian-bagian yang mutlak diperlukan agar suatu Bandar udara dapat 

dikatakan bandara modern – atau paling tidak bandara yang berstandar 

Internasional, yaitu : 

a. Terminal 

Terminal adalah elemen utama (selain landas pacu) yang mutlak 

berada di bandara karena di bangunan inilah calon penumpang 
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pertama kali menginjakkan kakinya. Di dalam terminal ini, kita dapat 

membeli tiket, melakukan check-in, menunggu, dan sebagainya. 

Banyak bandara memiliki lebih dari satu terminal yang tiap terminal 

nya pun dapat dibagi lagi menjadi bangunan-bangunan yang lebih 

kecil yang disebut concourse. Contohnya, ada tiga buah terminal yang 

berada di bandara Internasional Soekarno-Hatta yaitu terminal 1, 2, 

dan 3. Pembagianpun dilakukan lagi menjadi tiga concourse di tiap 

terminal (kecuali terminal 3) yaitu terminal 1a, 1b, 1c, dan terminal 

2a, 2b, dan 2c. 

Jenis terminal lainnya yaitu terminal satelit yang digunakan di 

beberapa bandara. Terminal ini merupakan bagian yang terpisah dari 

terminal utama dan hanya dihubungkan oleh jalan penghubung 

(misal: jalan bawah tanah),sehingga pesawat dapat parkir di setiap 

sisinya. 

b. Aprom. 

Apron atau pelataran pesawat adalah tempat dimana pesawat dapat 

parkir untuk menaikkan / menurunkan penumpang ataupun mengisi 

bahan bakar. Pada bandara Internasional, biasanya terdapat 

garbarata yaitu lorong yang menghubungkan antara pesawat dan 

terminal. Antara apron dan landas pacu, dihubungkan dengan jalan 

rayap yang disebut taxiway. 

c. Taxiway. 

Taxiway adalah jalan yang menghubungkan antara Apron dan landas 

pacu. Keberadaannya sangatlah penting karena dengan adanya 

taxiway, pesawat dapat berjalan menuju apron dengan aman tanpa 

mengganggu pesawat lainnya. 

d. ATC (Air Traffic Controller) 

Pemandu Lalu Lintas Udara (Air Traffic Controller) adalah penyedia 

layanan yang mengatur lalu-lintas di udara terutama pesawat terbang 
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untuk mencegah pesawat terlalu dekat satu sama lain dan tabrakan. 

ATC atau Air Traffic Controller merupakan pengatur lalu lintas udara 

yang tugas utamanya mencegah pesawat terlalu dekat satu sama lain 

dan menghindarkan dari tabrakan (making separation). Selain tugas 

separation, ATC juga bertugas mengatur kelancaran arus traffic 

(traffic flow), membantu pilot dalam menghandle emergency/darurat, 

dan memberikan informasi yang dibutuhkan pilot (weather 

information atau informasi cuaca, traffic information, navigation 

information, dan lain lain). ATC adalah rekan dekat seorang Pilot 

disamping unit lainnya, peran ATC sangat besar dalam tercapainya 

tujuan penerbangan. Semua aktifitas pesawat di dalam area 

pergerakan diharuskan mendapat izin terlebih dahulu melalui ATC, 

yang nantinya ATC akan memberikan informasi, insturksi, clearance 

/izin kepada Pilot sehingga tercapai tujuan keselamatan penerbangan, 

semua komunikasi itu dilakukan dengan peralatan yang sesuai dan 

memenuhi aturan. 

e. Landasan Pacu 

Tanpa yang satu ini, bisa dipastikan (baca: tak akan mungkin) pesawat 

dapat mendarat / lepas landas dari dan menuju bandara. Pada 

awalnya, permukaan landas pacu adalah rumput atau pun tanah yang 

dipadatkan. Akan tetapi, ketika badan pesawat bertambah besar 

maka yang lazim digunakan saat ini adalah aspal dan beton. Panjang 

dan lebarnya pun bervariasi mulai dari yang panjangnya 1.000 meter 

hingga 5000 meter lebih.  

Sementara ukuran landas pacu di Indonesia sendiri kurang lebih 3.200 

meter x 45 meter. Dengan ukuran seperti itu, tidaklah cukup untuk 

didarati pesawat berbadan lebar seperti Airbus A380. Hanya beberapa 

bandara saja di Indonesia yang ukurannya 4.000 meter x 60 meter.  
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Namun itu cukup wajar mengingat wilayah Indonesia adalah 

kepulauan yang sangat membutuhkan bandara kecil untuk 

penerbangan perintis. 

Ukuran landas pacu pun tidaklah mutlak karena juga dipengaruhi 

iklim, semakin tinggi suhu yang berada di sekitar bandara, maka 

semakin panjang pula landas pacu yang diperlukan. 
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BAB   VI 

SANITASI PELABUHAN LAUT DAN BANDAR UDARA 

 

A. Sanitasi ,Sanitasi lingkungan Pelabuhan,Sanitarian dan pekerjaan Sanitarian. 

 

1. Pengertian Sanitasi. 

Sanitasi adalah semua upaya yang dilakukan dalam rangka memelihara 

dan meningkatkan derajat kesehatan, melalui kegiatan penyehatan 

lingkungan untuk mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan.  

Menurut WHO, Sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa 

faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama 

terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, 

kesehatan dan kelangsungan hidup.  

 

2. Sanitasi lingkungan pelabuhan 

Sanitasi lingkungan pelabuhan merupakan kegiatan menyeluruh dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pada 

aspek sanitasi lingkungan pelabuhan.  

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penyakit menular 

dengan cara meniadakan atau menekan sekecil mungkin faktor 

lingkungan yang dapat menimbulkan pengaruh buruk (faktor risiko) di 

dalam kapal, peaswat udara dan wilayah pelabuhan sehingga tidak 

menjadi sumber penularan penyakit. 

Adapun aspek sanitasi pelabuhan yang merupakan komponen penting 

dalam suatu penilaian pelabuhan yakni sebagai berikut : 

a.    Hygiene Sanitasi gedung dan bangunan umum di Pelabuhan 

Pengawasan Hygiene gedung dan bangunan umum di pelabuhan 

adalah pengawasan kondisi dari komponen atau bagian-bagian 

bangunan serta fasilitas pendukungnya yang ada dipelabuhan dari 

kemungkinan timbulnya masalah kesehatan mulai dari kondisi fisik 

bangunan gedung dan halamannya, penanganan sampah, sarana 
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pembuangan air limbah, vektor, perilaku dan lain sebagainya. 

Pengawasan Hygiene gedung dan bangunan pelabuhan dilakukan 

secara rutin setiap satu bulan sekali dan dilakukan apabila terjadi 

KLB (Kepmenkes RI Nomor 431, 2007).  

Faktor Risiko kesehatan lingkungan gedung dan bangunan yang 

diawasi meliputi : 

1). Kondisi atap dan talang, yang tidak memenuhi syarat kesehatan 

dapat menjadi perindukan nyamuk dan tikus. 

2). Kondisi dinding, dinding yang tidak bersih atau berdebu selain 

mengurangi estetika juga berpotensi merangsang timbulnya 

gangguan pernafasan lain.  

Dinding yang lembab dapat mengakibatkan timbulnya jamur dan 

media tumbuh kembangnya kuman pathogen. 

3). Kondisi lantai yang tidak rata dan licin dapat menyebabkan 

terjadinya kecelakaan. Sedangkan lantai yang kotor dapat 

mengurangi kenyamanan dan estetika. 

4). Kondisi tangga yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan 

berpotensi menimbulkan kecelakaan (kemiringan, lebar injakan, 

tinggi anak tangga, lebar tangga dan pegangan tangga) 

5). Pencahyaan alami ruangan yang tidak memenuhi syarat 

kesehatan mendukung berkembang biaknya mikroorganisme 

seperti kuman penyakit dan jamur. 

6). Ventilasi diruangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan 

menyebabkan pertukaran udara tidak lancar sehingga menjadi 

pengap dan lembab 

7). Kebisingan, suara bising dapat mengganggu komunikasi sehingga 

mengurangi konsentrasi dan dapat menimbulkan stres. 
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8).  Ketersediaan air bersih baik secara kuantitas maupun kualitas 

mutlak diperlukan untuk menjaga kebersihan perorangan dan 

lingkungan 

9). Toilet juga beresiko menimbulkan masalah kesehatan 

10).Penanganan sampah yang tidak memenuhi syarat dapat 

menjadi tempat berkembangbiaknya vektor penyakit 

11).Sarana pembuangan air limbah harus mengalir lancar dan tidak 

menimbulkan genangan sehingga tidak menimbulkan bau, 

gangguan estetika dan tempat perindukan nyamuk. 

12).Bangunan harus bebas dari vektor 

13).Kantin yang ada dipelabuhan harus diawasi agar tidak menimbul 

kan penyakit bawaan makanan (food borne diseases). 

b. Penyediaan Air Bersih 

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang 

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila 

telah dimasak (Permenkes Nomor 416, 1990). Pengawasan 

penyediaan air bersih adalah pengawasan terhadap sarana 

penyediaan air bersih, kualitas air (fisik, kimia, bakteriologi). Sumber 

air bersih berasal dari PDAM.  

Penyediaan air bersih adalah upaya pemenuhan kebutuhan air 

didaerah pelabuhan, dengan cara menampung air dari PDAM ke 

dalam bak penampungan/ tandon khusus untuk kemudian disupplay 

dengan sistem perpipaan menuju kapal, perkantoran, dan keperluan 

lain dalam kegiatan didaerah pelabuhan. Pengawasan terhadap 

sarana penyediaan air minum juga perlu dilakukan mulai dari sumber, 

distribusi hingga ke konsumen yang meliputi kondisi, pemeliharaan, 

perbaikan (bila tidak memenuhi standar, serta pengawasan dan 

penyuluhan tentang cara-cara supplay air minum yang hygienis dan  

sanitair.  
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c. Pengendalian Pencemaran. 

Pengendalian pencemaran adalah upaya pengawasan yang dilakukan 

terhadap sumber pencemar yang ada diwilayah pelabuhan.  

Umumnya jenis dan sumber sampah dipelabuhan terdiri dari : 

sampah domestik (domestic waste), sampah komersil (commercial 

waste) dan sampah dari aktivitas perkantoran dan sejenisnya.  

Sampah yang dihasilkan dari kapal dipisahkan (sampah organik dan 

non-organik) didalam kantong plastik untuk kemudian diturunkan di 

dermaga dan langsung di angkut dengan gerobak sampah. Bak 

pengumpulan sampah harus memenuhi ketentuan persyaratan, 

sehingga apabila terjadi keterlambatan dalam proses pengangkutan, 

maka tidak mengganggu lingkungan maupu kesehatan pada 

umumnya.  

Pengawasan pengelolaan pada limbah cairnya dilakukan mulai dari 

sumber, pengaliran, pengangkutan, penampungan sementara, 

pengolahan limbah cair. Air merupakan salah satu kebutuhan primer 

manusia. Akibat adanya pemakaian air dipelabuhan dan alat-alat 

transpor, terjadilah produksi air kotor yang perlu mendapat 

penyaluran sebaik-baiknya agar tidak mengganggu pemandangan, 

tidak menimbulkan bau busuk, tidak merupakan potential health 

hazard, tidak menjadi sarang nyamuk atau vektor lainnya. Di 

upayakan ada sistem pembuangan air kotor dan IPAL yang memenuhi 

syarat. 

d. Pengamanan Makanan dan Minuman. 

Pengaman makanan dan minuman adalah upaya melindungi makanan 

dan minuman yang meliputi : pemilihan bahan baku, penyimpanan 

bahan baku, pengolahan makanan, penyajian dan pengangkutan, dari 

kemungkinan tercemar oleh bahan-bahan kontaminan.  
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Pengolahan makanan dan minuman untuk keperluan dilingkungan 

pelabuhan sendiri wajib mendapat perhatian sepenuhnya dari Kantor 

Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat, karena makanan dan minuman 

termasuk media lingkungan yang dapat mengandung berbagai 

polutan dan kontaminan. 

Usaha-usaha sanitasi dalam pengawasan makanan bertujuan untuk 

mencegah masuknya zat-zat renik dan/atau bahan-bahan kimia yang 

dapat membahayakan kesehatan kedalam makanan serta mencegah 

berkembang biaknya dan/atau pembentukan toksin oleh kuman-

kuman yang yang telah mencemari makanan. Pengawasan makanan 

dilakukan secara rutin, misalnya sekurang-kurangnya 1 kali sebulan 

dengan cara mengadakan kunjunganketempat-tempat pengusahaan 

makanan untuk menyaksikan secara on the spot yang artinya melihat 

langsung keadaan dan sarana-sarana sanitasi ditempat usaha 

tersebut, pemeliharaan dan penggunaan sarna-sarana tersebut, 

kesehatan para food handler, cara kerja food handler dan lain-lain. 

e. Pengolahan Sampah. 

Pengelolaan sampah yang tidak baik akan menimbulkan dampak 

lingkungan. Tempat pembuangan sampah dapat sebagai media untuk 

perkembangan binatang-binatang pembawa penyakit seperti lalat, 

tikus, nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit menular kepada 

manusia melalui perantara hewan tersebut.  

Sampah yang dihasilkan dari kapal dipisahkan (organik dan an-

organik) didalam kantong plastik. Usahakan sampah di bak/tong/ 

kontainer tidak melebihi tiga hari karena bila telah melebihi tiga hari 

akan mengundang lalat dan vektor penyebab penyakit sebagai 

perindukan yang baru.  

Jika sampah yang berada dalam kontainer telah dikumpulkan dan 

diangkut ke bak pengumpulan sampah sementara, maka kontainer 
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tersebut harus dibersihkan atau dicuci dengan tujuan untuk 

menghilangkan bau bekas sampah. 

f. Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit 

Pengendalian vektor dan binatang penular penyakit adalah upaya yang 

dilakukan petugas sanitasi melalui pengamatan dan pengendalian. 

Tujuannya untuk menurunkan populasi atau melenyapkan vektor 

binatang penular penyakit melalui pengamatan dan pemberantasan 

penyakit yang ditularkan oleh vektor dan binatang penular penyakit 

didaerah pelabuhan.  

Jenis pengendalian vektor dan binatang penular penyakit yang 

dilakukan dengan pemberantasan nyamuk, pemberantasan tikus dan 

pinjal, pemberantasan lalat dan kecoa, dan fumigasi. 

 

3. Sanitarian. 

Sanitarian merupakan nomenklatur,tatanama atau sebutan kata yang 

sudah meng-global. Artinya apabila kita membuka internet cukup 

dengan mengetik kata “Sanitarian“  kita sudah menemukan apa dan 

siapa itu Sanitarian. Demikian juga sebutan Sanitarian itu juga sudah 

tidak asing lagi di telinga para pegawai dalam lingkup institusi pelayanan 

kesehatan baik dipusat maupun di daerah. 

Untuk memperjelas berbagai pengertian atau sebutan Sanitarian dalam 

lingkup global maupun Nasional berikut ini pengertian Sanitarian. 

a. Sanitarian dalam lingkup Global. 

Sanitarian lingkup global seperti yang tertuang dalam Encyclopedia of 

Public Health diartikan sebagai berikut : A sanitarian is a person who 

is trained in the sanitary sciences, biology, chemistry, geology, 

physics, and math, and who operates as an inspector or health 

official in the public sector or private industry, reviewing programs 

and enforcing local laws to protect the public's health.  
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She or he is a public health professional whose responsibilities may 

include food sanitation and safety; air, water, and environmental 

protection; inspection of water-well and sewage-disposal systems; 

control of insect pests, and animals; disease control and 

epidemiology; housing, occupational, and institutional safety and 

sanitation; and nuisance control. Many states require sanitarians to 

be registered and to maintain registration and continuing 

education. 

Dari pengertian tersebut diatas, maka kita sudah dapat  melihat apa 

dan bagiamana cakupan lingkup pekerjaan dari seorang Sanitarian. 

 

b. Sanitarian dalam lingkup Nasional. 

Pengertian Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi 

tugas , tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, 

pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan 

kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi 

dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat (Kepmenpan 

Nomor 19 /Kep/M.PAN/11/2000). 

 

c. Tenaga Sanitarian.  

Tenaga Sanitarian menurut Peraturan menteri Kesehatan Nomor 32 

Tahun 2013  tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian 

dinyatakan bahwa Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus 

pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Tenaga Sanitarian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1996 termasuk dalam jenis tenaga kesehatan masyarakat 

bersama-sama Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, 

Mikrolog kesehatan, Penyuluh Kesehatan, admistrator kesehatan. 
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Tenaga Kesehatan sendiri dapat diartikan : “Setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki 

pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan“. 

Sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan, Sanitarian merupakan tenaga kesehatan yang 

dikelompokkan ke dalam tenaga kesehatan lingkungan. Adapun 

tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan 

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

Adapun jenis tenaga kesehatan lingkungan sesuai pasal 11 butir 1 g 

Undang-undang Nomor 36 tahun 2016, terdiri atas : Tenaga sanitasi 

lingkungan, Entomolog Kesehatan dan Mikrobiolog Kesehatan. 

 

d. Lingkup Pekerjaan Sanitarian.  

Sesuai dengan pasal 13 dan 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 32 Tahun 2013, lingkup pekerjaan sanitarian secara garis 

besar terdiri atas 2 (dua) pekerjaan pokok, yaitu : 

1).Mengelola unsur-unsur lingkungan yang mempengaruhi timbulnya 

gangguan kesehatan antara lain : 

a). Limbah cair,Padat dan gas, 

b). Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan pemerintah, 

c). Binatang pembawa penyakit, 

d). Zat kimia yang berbahaya, 

e). Kebisingan yang melebihi ambang batas, 
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f). Radiasi sinar peng-ion dan non peng-ion, 

g). Air yang tercemar, Udara yang tercemar, dan 

h). Makanan yang terkontaminasi. 

2).Menjalankan program pemerintah dengan kewenangan untuk 

melakukan pelayanan kesehatan lingkungan tertentu, meliputi : 

a). Melakukan pemantauan dan manajemen risiko pelaksanaan 

Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL), 

b). Melakukan  pemantauan   pelaksanaan   Analisis   Dampak 

Kesehatan Lingkungan (ADKL), 

c). Melakukan pemantauan pelaksanaan Rencana Pengelolaan 

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 

d). Melakukan pemantauan pelaksanaan Upaya Pengelolaan 

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 

e). Melakukan pemeriksaan dan tindakan Sanitasi kapal dan 

pesawat sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional 

(IHR=International Health Regulations), dan 

f). Melakukan pemantauan pelaksanaan Klinik Sanitasi dan Sanitasi 

Total Berbasis Masyarakat (STBM), 

 

B. Pekerjaan lulusan Diploma III Kesehatan Lingkungan di lingkungan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan.  

1. Bidang Karantina dan Surveilans Epidemiologi 

a. Karantina, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1). Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan Stratifikasi OMKABA 

eksport dan Import. 

2). Koodinasi pelaksanaan pengembangan,pengawasan dan tindakan 

kekarantinaan terhadap kapal/pesawat udara, 

3).  Koordinasi pelaksanaan penerbitan dokumen kesehatan kapal laut 

, pesawat udara, pengangkutan orang sakit/jenazah, 
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4). Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan dibidang ke- 

karantinaan. 

b. Surveilans Epidemiologi penyakit karantina dan potensial wabah, 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

1). Koordinasi pelaksanaan Surveilans epidemiologi penyakit karantina 

dan penyakit menular potensial wabah, 

2).  Koordinasi   pelaksanaan   jejaring  kerja  surveilans    epidemiologi 

nasional / Internasional, 

2). Koordinasi pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanggulangan 

Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan. 

2. Bidang pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan. 

a. Pengendalian vektor dan binatang penular penyakit 

1) Pemberantasan Serangga penular penyakit, tikus dan pinjal, 

pengamanan pestisida di lingkungan pelabuhan/bandara dan 

lintas batas darat Negara, 

2) Kajian dan diseminasi informasi bidang pengendalian vektor dan 

binatang penular penyakit di lingkungan pelabuhan/bandara dan 

lintas batas darat Negara, 

3) Pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi dibidang 

pengendalian vektor dan binatang penular penyakit  di lingkungan 

pelabuhan/bandara dan lintas batas darat Negara, 

4) Pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian vektor dan 

binatang penular penyakit di lingkungan pelabuhan/bandara dan 

lintas batas darat Negara, 

b. Sanitasi Lingkungan 

1). Koordinasi dan pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih 

serta pengamanan makanan dan minuman bidang sanitasi 

lingkungan pelabuhan/bandara dan lintas batas darat negara. 
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2). Koordinasi dan pelaksanaan hygiene dan sanitasi kapal laut dan 

pesawat udara, 

3). Koordinasi dan pelaksanaan hygiene dan sanitasi lingkungan 

gedung/ banguan dan perusahaan, 

4). Koordinasi dan pelaksanaan pengawasan Pencemaran udara, air 

dan tanah, 

5) Kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja dan 

kemitraan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan dibidang 

sanitasi lingkungan pelabuhan/ bandara dan lintas batas darat 

Negara, 
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